Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat 

Surakarta 

(berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  

perlindungan konsumen) by KUSRIYANTO, EDDY
PENULISAN HUKUM 
(Skripsi) 
 
Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat 
Surakarta 
(berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  
perlindungan konsumen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
 
Oleh : 
EDDY KUSRIYANTO 
NIM. E0002116 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
S U R A K A R T A 
2 0 0 6 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan penyelenggaraan 
Telekomunikasi di Indonesia, hubungan antara PT INDOSAT dengan pelanggan 
apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, dan untuk mengetahui kendala dalam rangka kewajiban PT INDOSAT 
sebagai pelaku usaha. 
       Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui studi lapangan berupa wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis 
data kualitatif dilakukan dengan model interaktif terhadap sumber data yakni : 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang saling berinteraksi. 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat diletahui bahwa : (1) Penyelenggaraan jasa 
Telekomunikasi di Indonesia diatur dalam ketentuan  Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, 
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.116/PT/102/MPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar, 
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.39/KS.002/MPTIT-93 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi 
Dasar, Ketentuan internasional yaitu Internasional Telekomunikasi Unions, 
Conventions yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1996, (2) Hubungan 
antara PT INDOSAT sebagai produsen dengan pengguna sebagai konsumen adalah 
hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan, dasar dari terjadinya hubungan 
tersebut karena adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup 
tinggi, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, (3) PT INDOSAT dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
dihadapkan pada suatu hambatan besar, hambatan tersebut adalah manusia. Pada 
pihak penyedia jasa Telekomunikasi, hambatan yang ada menyangkut kualitas dan 
integritas serta profesionalisme sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi PT 
INDOSAT selaku penyedia jasa Telekomunikasi bukan hanya dari segi teknis saja 
melainkan juga kemampuan manajemennya. 
       Feature/fasilitas INDOSAT tidak dinilai paling lengkap tapi sudah cukup 
memadai, oleh karena itu sebaiknya INDOSAT tetap mempertahankan fasilitas yang 
sudah ada dan tidak perlu terlalu cepat menambah feature/fasilitas pendukung 
lainnya. Pelayanan PT INDOSAT khususnya cabang Surakarta juga dinilai cukup 
baik oleh konsumen. Akan tetapi, sebaiknya PT INDOSAT terus meningkatkan 
pelayanan karena variabel ini menjadi faktor yang berpengaruh bagi konsumen dalam 
memilih kartu telepon. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan penambahan 
layanan acces serta mengadakan pelatihan bagi karyawan terutama bagian customer 
service agar lebih handal, inovatif, dan profesional dalam menangani produk dan jasa 
demi tercapainya kepuasan pelanggan. 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Secara kodrati, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk 
sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa dihadapkan pada realitas 
sosial yang sangat kompleks, terutama menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan 
dan kelangsungan hidup. Kenyataan ini menimbilkan pemikiran perlunya suatu 
wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti ada, yang terpenting 
adalah negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur baik sistem hukum maupun 
politik, serta untuk menyelenggarakan perlindungan hak dan kewajiban manusia, 
serta ketertiban dan keamanan bersama. 
       Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup dan bekerja 
sama untuk mengejar beberapa tujuan. Setiap negara mempunyai tujuannya 
masing-masing. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia adalah ”Untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdaimaian 
abadi dan keadilan sosial”. Tujuan Negara Indonesia ini dirumuskan : 
”mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual 
berdasarkan pancasila. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum/commonwealth). 
       Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang beragam dilihat dari segi 
historis maupun segi budaya. Berdasarkan segi historisnya bangsa Indonesia 
adalah sebuah bangsa yang besar yang telah mengalami berbagai macam bentuk 
penjajahan, dan kini bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang merdeka yang 
terdiri dari berbagai suku bangsa dengan aneka corak budaya. Berdasarkan segi 
budaya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang berdiam di daerah-
daerah tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan tradisi dan budaya daerah 
yang satu dengan daerah yang lain. 
       Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia mempunyai kebutuhan yang 
berbeda-beda. Motivasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya timbul karena 
masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan dalam kehidupannya, dan juga 
dilandasi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, kebutuhan akan komunikasi sangat diperlukan untuk suatu interaksi 
antar individu maupun interaksi yang terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu 
interaksi yang terjadi antara pihak-pihak sebab komunikasi yang terjadi dalam 
suatu interaksi tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi juga ada pihak 
lainnya. Komunikasi dalam interaksi tersebut mempunyai suatu pola pelaksanaan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini komunikasi tidak lagi 
dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka dengan lawan bicara, tetapi 
seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan 
komunikasi menjadi suatu alat penghubung antar individu yang sangat vital 
sehingga diperlukan suatu komunikasi antar individu secara tidak langsung. 
       Perkembangan Telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad 
ke-20. revolusi teknologi komuniksi mencapai puncaknya dengan mulai 
dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan Telekomunikasi, walaupun pada 
saat yang sama penggunaan teknologi telekomunikasi konvensional, seperti 
pemakaian kabel-kabel tetap dipertahankan dengan lebih meningkatkan kualitas 
dan kemampuan hantarnya. Penggunaan kabel serat optik (optic fiber), yang 
berisi pulsa-pulsa cahaya di atas serat kaca, saat ini makin banyak dipergunakan 
karena kualitas hantarannya yang baik dan sejumlah kelebihan lainnya. Namun, 
dewasa ini teknologi satelit untuk penyelenggaraan Telekomunikasi masih 
merupakan primadona, hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa untuk 
pelayanan komunikasi jarak jauh (long-distance communication), penggunaan 
kabel-kabel kurang begitu efisien. 
       Tiga dekade yang lampau, hubungan telepon masih sangat tergantung pada 
tersedianya jaringan kabel yang menghubungkan tempat yang satu dengan yang 
lainnya, dan sebelum kabel serat optik dipakai untuk membangun jaringan 
Telekomunikasi, kualitas hubungan Telekomunikasi melalui kabel benar-benar 
masih jauh dari memuaskan pelanggan 
       Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan merupakan kunci 
keberhasilan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi. Masa depan dunia 
Telekomunikasi tanpa kabel juga makin terpacu dengan maraknya perkembangan 
dunia internet. Teknologi tanpa kabel memungkinkan setiap orang dapat 
mengakses internet di manapun ia berada tanpa harus bersusah payah mencari 
sambungan kabel telepon. Namun, dalam mengakses internet atau mengirim 
informasi melalui modem tanpa kabel, saat ini masih bergantung pada 
kemampuan operator telepon seluler dalam menyediakan jaringan seluler. 
       Tahun 1997 merupakan ulang tahun ke-35 sejarah satelit komersial pertama 
diluncurkan. Hanya sedikit kalangan pemirsa yang menyaksikan siaran televisi 
yang dipancarkan dari Amerika ke Eropa melalui satelit Telstar tiga puluh lima 
tahun yang lalu yang dapat meramal sampai sejauh mana komunikasi satelit 
sekarang telah memasuki kehidupan kita sehari-hari. Kejadian-kejadian dan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai pelosok dunia, dari mulai peristiwa 
olahraga, bencana sampai perang, segera dapat diterima atau disaksikan langsung 
di rumah pada siaran televisi melalui satelit. Panggilan telepon dari satu ujung 
dunia dapat diterima di ujung lain dengan jelas, seakan-akan hanya dari jarak 
beberapa kilometer saja. Meskipun teknologi lain (misalnya kabel serat optik) 
telah banyak menggantikan satelit di beberapa tempat, komunikasi global 
sebagian besar masih didasarkan atas sistem satelit. 
       Meskipun dimulai dengan satelit Telstar tahun 1962, namun dunia secara luas 
mulai mengenal komunikasi satelit komersial melalui satelit INTELSAT Early 
Bird, yang memancarkan secara langsung Olimpiade Tokyo ke Benua Amerika. 
       Teknologi yang dipakai dalam komunikasi melalui satelit banyak didasarkan 
atas studi-studi awal yang dilakukan National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) Application Technology Satelit (ATS). Satelit 
komunikasi ini berada dalam orbit geosynchronous atau geostationary, yaitu suatu 
orbit yang sinkron dengan perputaran bumi, sehingga tampak tetap pada orbitnya. 
Studi-studi terhadap satelit ini membuktikan bahwa deplay karena transmisi lewat 
satelit geosynchronous tidak terlalu berpengaruh pada komunikasi telepon, oleh 
karena itu tidak mengeherankan bila terjadi peningkatan jenis satelit komunikasi 
semacam ini. Meluasnya penggunaan jasa satelit tetap (fixed satelite service) ini 
memerlukan dibentuknya suatu organisasi internasional yang menyediakan jasa 
komunikasi satelit ke seluruh dunia. Sebab satu diantaranya adalah persetujuan-
persetujuan dan perjanjian-perjanjian yang mendirikan International 
Telekomunication Satelite Organization (Intelsat) yang dirumuskan pada tahun 
1973. 
       Tersedianya secara komersial jasa-jasa komunikasi satelit bergerak (mobile 
satelite service) dimulai pada tahun 1976 dengan diperkenalkannya sistem standar 
A yang kemudian berubah menjadi sistem International Maritime Satelite 
(INMARSAT) standar A. Badan ini merupakan hasil disepakatinya konversi 
komunikasi satelit maritim internasional pada tahun 1976 yang kemudian 
diberlakukan pada tahun 1976. dengan demikian, lahirlah pemasok pertama di 
dunia untuk komunikasi satelit bergerak. Bermula sebagai suatu usaha untuk 
memperbaiki komunikasi maritim, pada awalnya jasa-jasa komunikasi suara yang 
disediakan untuk masyarakat maritim komersial yang kemudian disusul dengan 
jasa-jasa data dan terminal-terminal darat yang portable. Sistem-sistem satelit 
bergerak memanfaatkan tiga keuntungan komunikasi satelit secara maksimal, 
yaitu cakupan yang luas, fleksibilitas jaringan, serta kemampuan penyiaran 
(broadcast). 
       Jauh sejak mulai diperkenalkan, penyelenggaraan telepon seluler menjalar di 
salah satu topik hangat dalam berbagai diskusi tentang deregulasi 
Telekomunikasi. Baik Telkom maupun pihak swasta melihat bisnis ini sangat 
prospektif, tidak kalah cerah dari bisnis satelit, dan merupakan ”telepon masa 
depan”. Ia bisa bergerak mengikuti mobilitas orangnya, sehingga akan sangat 
populer di kalangan bisnis dan orang sibuk. Dalam skenario lama versi Telkom 
mengenai deregulasi Telekomunikasi, telepon seluler akan menjadi salah satu 
anak perusahaan di lingkungan Telkom. Tetapi setelah Satelindo berdiri, 
pemerintah tampaknya telah memutuskan untuk menyerahkan bisnis ini kepada 
Satelindo dan perusahaan lain yang merupakan Telkom dengan pihak swasta. 
       Seluler merupakan contoh menarik, betapa teknologi Telekomunikasi yang 
makin rumit dan canggih membuat batas antara jasa dasar dan non dasar tidak lagi 
mudah dibedakan secara hitam-putih. Ini merupakan fenomena yang sekian tahun 
lalu tidak pernah terbayangkan. 
       Sejalan dengan semakin padatnya kegiatan para pelaku bisnis maupun 
masyarakat umum, dan berkembangnya teknologi komunikasi, semakin tinggi 
pula kebutuhan mereka untuk melakukan komunikasi yang efektif. Tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa telepon seluler telah menjadi bagian penting dalam 
keseharian mereka, karena telepon seluler merupakan solusi dalam mempermudah 
komunikasi tanpa membatasi ruang dan gerak seseorang. Lebih jauh, kini telepon 
seluler telah dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat dunia. 
       Teknologi telepon seluler GSM (Global System for Mobile communication) 
pertama kali hadir di Indonesia ketika diluncurkan oleh PT. Satelit Palapa 
Indonesia (Satelindo) pada bulan November 1994. Seiring dengan berjalannya 
waktu, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun. Penggunaan telepon seluler di Indonesia mulai marak sekitar 
tahun 1995 dengan jumlah pengguna 219.000 orang, sekalipun pada tahun 
tersebut kebutuhan orang akan telepon seluler meningkat menjadi 1.632.000 
orang (SWA No. 17 Tahun 1999). Telepon seluler kini sudah bukan lagi hanya 
digunakan untuk meningkatkan prestise pemiliknya saja, tetapi sudah menjadi 
suatu kebutuhan. Bahkan bagi sebagian orang, telepon seluler adalah kebutuhan 
pokok yang harus dipenuhi. 
       Telepon seluler tidak dapat terlepas dari kartu yang dinamakan SIM 
(Subscriber Identification Module) Card. Kartu telepon seluler atau SIM card ini 
terbagi menjadi dua macam, dilihat dari system pembayarannya, yaitu kartu 
pascabayar dengan pembayaran pulsa dilakukan di akhir periode (postpaid), dan 
kartu prabayar dengan pembayaran pulsa dilakukan di muka (prepaid). Sekarang 
ini konsumen pengguna paling banyak adalah pengguna kartu prabayar, karena 
kartu prabayar mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan kartu 
pascabayar. Kelebihan kartu ini yaitu selain lebih murah karena tidak perlu 
membayar biaya langganan setiap bulannya, juga tidak memerlukan persyaratan 
administrasi yang rumit. Selain itu, karena pembayaran pulsa telepon dilakukan 
dimuka maka pelanggan telepon seluler dapat menentukan sendiri anggaran 
pemakaiannya. Hal ini tentu saja mengakibatkan berkurangnya kerugian yang 
ditanggung perusahaan karena tidak ada risiko pelanggan yang tidak membayar 
tagihan. 
       Sebagai perusahaan yang melayani jasa vital dalam masyarakat, perusahaan 
Telekomunikasi berusaha untuk melayani kepentingan publik, tetapi tetap 
mempunyai orientasi pada keuntungan, sehingga mereka memikirkan cara 
bagaimana sebuah telepon bukan lagi hanya dipakai untuk komunikasi secara 
tidak langsung tetapi juga bagaimana mereka menarik suatu keuntungan dari 
penyelenggaraan telepon sebagai alat penunjang dalam komunikasi secara tidak 
langsung. Berdasarkan hal tersebut perusahaan Telekomunikasi lalu menyediakan 
fasilitas tambahan pada telepon yang bertujuan untuk mempermudah 
berlangsungnya Telekomunikasi tapi juga tetap dapat menarik keuntungan dari 
pengadaan fasilitas tambahan pada telepon tersebut. 
       Pada saat ini landasan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan 
penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1989. Undang-Undang tersebut menjelaskan berbagai masalah penting yang 
sekarang membuka jalan bagi swasta untuk bergerak dalam sektor 
Telekomunikasi. Sedangkan landasan hukum yang dipergunakan untuk 
memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen 
pengguna jasa Telekomunikasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
       Pemberian perlindungan konsumen kepada pengguna atau masyarakat luas 
wajib diberikan secara sungguh-sungguh dan tegas, tanpa melihat status 
masyarakat. Siapapun yang dirugikan wajib diberikan perlindungan, baik ganti-
rugi maupun sanksi-sanksi hukum lainnya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan terhadap pengguna atau 
masyarakat luas, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan 
Telekomunikasi. Namun, ketentuan mengenai perlindungan itu masih bersifat 
bias atau kurang jelas, kesalahan dan atau kelalaian dalam bentuk yang mana dan 
akibat yang bagaimana yang dapat diajukan tuntutan. 
       Dengan adanya berbagai macam persoalan, maka pengaturan lebih terperinci 
dan jelas perlu dibuat demi perlindungan semua pihak, baik penyelenggara, 
pengusaha (produsen) dan pengguna dapat terlindungi, disamping akan memacu 
perkembangan teknologi Telekomunikasi ke arah yang lebih maju dan baik.  
       Kemajuan pesat teknologi telepon seluler dan perkembangan dunia ekonomi 
menyebabkan telepon seluler bukan lagi sebagai suatu alat Telekomunikasi tidak 
langsung tetapi juga dapat dijadikan sebagai suatu lahan bisnis yang 
menggiurkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap telepon seluler 
sebagai salah satu alat yang vital dalam hidupnya, namun perusahaan 
Telekomunikasi seharusnya jangan sampai mengabaikan kepentingan konsumen 
yang menggunakan jasanya hanya untuk mengejar keuntungan, karena 
perusahaan Telekomunikasi juga berpengaruh sebagai perusahaan yang melayani 
kepentingan publik untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan Telekomunikasi terhadap konsumennya maka perlu 
diadakan suatu perlindungan bagi konsumennya. 
       Saat ini seiring banyaknya pengguna telepon seluler, konsumen tidak banyak 
mengetahui mengenai hak dan kewajiban seluruhnya sebagai pengguna. Padahal 
sebagai pengguna harus mengetahui hak apa yang dimiliki dan kewajiban apa 
yang harus dilakukan, karena hal tersebut sangat berguna bagi kepentingan 
konsumen sendiri.  
       Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian mengenai hak dan kewajiban dari pengguna serta mengenai 
perlindungan hukum yang diberikan, maka penulis mengambil judul skripsi : 
“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU 
TELEPON SELULER INDOSAT SURAKARTA (Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) “. 
 
B. Permusan Masalah 
       Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia ? 
2. Apakah hubungan antara PT INDOSAT dengan pelanggan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 
3. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum dalam rangka kewajiban PT 
INDOSAT sebagai pelaku usaha ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
       Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 
yang dapat memperoleh hasil pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian 
yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di 
Indonesia. 
b. Untuk mengetahui apakah hubungan antara PT INDOSAT dengan 
pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam rangka kewajiban PT 
INDOSAT sebagai pelaku usaha. 
 
 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna 
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis 
peroleh selama berada dalam bangku kuliah. 
c. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek dalam teori maupun 
praktek. 
 
D. Manfaat Penelitian 
       Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum 
di Indonesia pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada 
khususnya. 
b. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang 
melakukan penelitian hukum perlindungan konsumen. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan dalam 
penelitian ini. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan 
tertentu sacara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang 
ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan 
ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama kuliah. 
 
 
E. Metode Penelitian 
       Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mecncapai 
tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan 
penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode tertentu (Sutrisno Hadi, 
1989: 4). 
       Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian menurut Sutrisno 
Hadi adalah cara tertentu untuk mencari dan mencapai kebenaran ilmiah sebagai 
usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran. 
       Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh 
data yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah : 
1. Jenis Penelitian  
       Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau non doktrinal atau 
biasa disebut sebagai penelitian sosial (tentang hukum), menggunakan 
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
berusaha mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum dalam 
masyarakat (Soerjono Soekanto, 1985: 51). Penelitian ini bermaksud 
memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1985:10) dengan maksud memperoleh 
data untuk membantu memperkuat teori baru. 
       Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mementingkan data (bukan jumlahnya) berdasarkan 
pendekatan filsafat phenomonologi. Gejala yang dihadapi peneliti belum tentu 
kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan menemukan 
“definisi situasi” menurut pandangan dan persepsi dari perilakunya, bukan 
sekedar dari apa yang nampak. Pengumpulan data umumnya dilakukan 
dengan pengamatan terlihat dan wawancara mendalam berdasarkan “latar 
ilmiah” bukan direkayasa (Tim Hibah pengajaran Proyek DUE-Like FH UNS, 
2000 : 11). 
2. Lokasi Penelitian 
       Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian yang 
dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian di Geleri 
INDOSAT Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Brigjend Slamet Riyadi 
No. 325 Surakarta. 
 
3. Jenis Data  
       Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data 
primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Data Primer 
       Merupakan sejumlah data yang dikumpulkan dari sejumlah 
keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui suatu 
penelitian lapangan. Dengan penelitian itu diharapkan akan mendapatkan 
hasil yang sebenarnya pada obyek yang diteliti. 
b. Data Sekunder 
       Merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh 
secara tidak langsung, yaitu dari studi kepustakaan yaitu yang berupa 
sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari buku-buku, 
dokumen-dokumen, majalah-majalah, brosur-brosur, dan sebagainya yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:2). 
 
4. Sumber Data 
       Berdasarkan jenis data maka dapat ditentukan sumber data dalam 
penelitian ini, yaitu : 
a. Sumber Data Primer 
       Sumber data primer berupa keterangan-keterangan yang bersumber 
dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang 
diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau pegawai PT INDOSAT 
Surakarta dan masyarakat atau konsumen lewat penilaian yang dilakukan 
melalui kuesioner. 
b. Sumber Data Sekunder 
       Adalah sumber data yang diperoleh untuk mendukung sumber data 
primer yang biasanya berbentuk data kepustakaan, seperti literatur buku 
Az Nasution. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar). 
Jakarta : Daya Wirdaya; Bambang Iriana Djajaatmadja. 1998. Hukum 
Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Telekomunikasi Nasional. Jakarta 
: BPHN; Dedi Supriadi. 1995. Era Baru Bisnis Telekomunikasi. Bandung : 
PT Rosda Jayaputra; Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed). 2000. 
Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Mandar Maju; H.B. Sutopo. 
1999. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press; Lexy J. 
Moleong. 1994. Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya; 
Made Sudiarsih. 1998. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam 
Kegiatan Telekomunikasi. Jakarta : BPHN; Made Sudiarsih. 1998. Lintas 
Sejarah Perkembangan Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi. Jakarta 
: BPHN; Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 
Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh 
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan 
Peradilan Administrasi Negara). Surabaya : PT Bina Ilmu; Sidharta. 
2000. Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta : PT Grasindo; 
dan lain-lain; peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen; Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi; dan dokumen kepustakaan lainnya. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh data 
dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan 
dipaparkan dalam penelitian hukum ini meliputi : 
 
 
a. Studi kepustakaan (library research) 
       Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, 
dan mencatat buku-buku, dokumen, literatur, makalah, serta peraturan 
perundang-undangan atau keputusan yang erat kaitannya dengan pokok 
masalah yang dipergunakan untuk menyusun penulisan hukum. 
b. Studi lapangan (field research) 
       Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan ditempat yang 
menjadi obyek penelitian yaitu Galeri INDOSAT Cabang Surakarta. 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-datanya dengan cara 
wawancara (interview) yaitu suatu proses tanya jawab lisan dalam mana 
dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat 
melihat muka yang satunya dan mendengar dengan telinganya sendiri. 
Interview ini dilakukan oleh penulis secara terbuka dengan memberikan 
pertanyaan secara langsung kepada pihak yang di percaya oleh penulis. 
c. Kuesioner 
       Kuesioner adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan 
memberikan pertanyaan kepada responden mengenai masalah yang diteliti 
tanpa bertatap muka antara penanya dengan responden. Dalam hal ini 
yang menjadi responden adalah pelanggan Indosat wilayah Surakarta.  
 
6. Teknik Analisis Data 
       Teknik ini memegang peranan penting dimana data yang sudah terkumpul 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan jawaban dari 
permasalahan. Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan 
melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan 
deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan dan juga perilaku yang nyata di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1986 : 5) 
       Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model 
interaktif (Interactive Model of Analysis) yaitu model analisis yang dilakukan 
dengan menyusun data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan 
tersebut dilakukan secara terus menerus, diulang-ulang sehingga membentuk 
siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai. 
(HB. Sutopo, 1999 : 8) 
       Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula suatu siklus 
diantara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan 
dengan yang lain secara sistematis. 
       Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan Data 
Penyajian Data Reduksi Data 
  
 
Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif (HB. Sutopo, 1999 : 40) 
 
       Keterangan gambar : Data yang telah terkumpul direduksi kemudian 
disajikan serta diambil kesimpulan. Tahap ini tidak harus dilakukan secara 
berurutan. Misalnya saja diperoleh data, ternyata tanpa direduksi, data sudah 
lengkap maka langsung dapat disajikan. Kasus lainnya apabila sudah dalam tahap 
penyajian data, namun kesulitan mengambil kesimpulan karena data kurang 
lengkap maka dapat kembali ke tahap pengumpulan data atau ke tahap reduksi 
data, jadi antara tahap-tahap tersebut saling berhubungan membentuk siklus 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
       Penulisan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan dibagi 
dalam subbab-subbab, untuk mempermudah dalam mendalami materi, yang akan 
diteliti sebagai berikut : 
BAB  I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari sub bab Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 
BAB  II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkenaan dengan judul dan 
masalah yang diteliti, memperjelas konsep-konsep teori dan 
kerangka pemikiran. 
BAB  III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh yang disertai 
dengan pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan, kerangka 
teori, kerangka pemikiran, dengan teknik analisis data yang telah 
ditentukan dalam metode penelitian. 
BAB  IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Penarikan Kesimpulan 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran setelah menganalisis 
permasalahan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Kerangka Teori 
1.  Tujuan Negara 
       Secara kodrati, manusia merupakan makhluk individu sekaligus 
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa dihadapkan pada 
realitas sosial yang sangat kompleks, terutama menyangkut usaha pemenuhan 
kebutuhan dan kelangsungan hidup. Kenyataan ini menimbilkan pemikiran 
perlunya suatu wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti 
ada, yang terpenting adalah negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur 
baik sistem hukum maupun politik, serta untuk menyelenggarakan 
perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta ketertiban dan keamanan 
bersama. 
       Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup dan 
bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan. Setiap negara mempunyai 
tujuannya masing-masing. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia adalah ”Untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdaimaian 
abadi dan keadilan sosial” (Negara Kesejahteraan). Tujuan Negara Indonesia 
ini dirumuskan : ”mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, 
materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Namun semuanya mempunyai 
tujuan yang sama, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum 
publicum/commonwealth). 
       Selain itu dalam Penjelasan UUD 1945 ditetapkan ”Negara Indonesia 
berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(Machtstaat)”. Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang 
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan 
Negara kesejahteraan). Adapun ciri negara hukum adalah sebagai berikut : 
1. Asas legalitas dalam pemerintahan, 
2. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
3. Adanya pembagian kekuasaan, 
4. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
       Menurut ciri negara hukum tersebut, bahwa salah satunya adalah adanya 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal tersebut juga 
secara tegas diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
dan 34, dengan demikian campur tangan negara dalam mengurusi 
kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, 
serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan itu semakin diperlukan kehadirannya karena 
menurut T. Koopmans bahwa di dalam negara yang berdasar atas hukum 
modern (verzorgingstaat) tujuan utama pembentukan undang-undang bukan 
lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang 
sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan perubahan 
dalam kehidupan masyarakat yang mengarah pada ketertiban dan kepastian 
hukum. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 3)  
       Dengan adanya tujuan negara, negara harus melaksanakan dua tugas 
umum berikut : 
a. Harus mengatur penghidupan dalam negara sebaik-baiknya sehingga apa 
yang menjadi tujuan negara itu mudah tercapai. 
b. Negara harus mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan melalui 
aparatur yang berkuasa dengan sebaik-baiknya. 
       Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara 
yang bersangkutan. Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk 
mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam 
penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan 
rakyatnya. 
       Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial 
budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya, serta pengaruh politik 
dan penguasa negara yang bersangkutan. 
 
2.  Kebutuhan Akan Telekomunikasi 
       Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang beragam dilihat dari segi 
historis maupun segi budaya. Berdasarkan segi historisnya bangsa Indonesia 
adalah sebuah bangsa yang besar yang telah mengalami berbagai macam 
bentuk penjajahan, dan kini bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang 
merdeka yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan aneka corak budaya. 
Berdasarkan segi budaya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang 
berdiam di daerah-daerah tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan 
tradisi dan budaya daerah yang satu dengan daerah yang lain. 
       Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia mempunyai kebutuhan 
yang berbeda-beda. Motivasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 
timbul karena masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan dalam 
kehidupannya, dan juga dilandasi keinginan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebutuhan akan 
komunikasi sangat diperlukan untuk suatu interaksi antar individu maupun 
interaksi yang terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu interaksi yang terjadi 
antara pihak-pihak sebab komunikasi yang terjadi dalam suatu interaksi tidak 
hanya melibatkan satu pihak saja tetapi juga ada pihak lainnya. Komunikasi 
dalam interaksi tersebut mempunyai suatu pola pelaksanaan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Saat ini komunikasi tidak lagi dilakukan 
secara langsung dengan cara tatap muka dengan lawan bicara, tetapi seiring 
dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan 
komunikasi menjadi suatu alat penghubung antar individu yang sangat vital 
sehingga diperlukan suatu komunikasi antar individu secara tidak langsung. 
       Dalam era reformasi dewasa ini, Telekomunikasi memegang peranan 
yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui 
Wahana Telekomunikasi, manusia mengadakan saling tukar informasi jarak 
jauh, baik secara lisan (telepon seluler atau radio), tulisan (telegram, teleks, 
faksimili), maupun audio-visual (televisi). Kebutuhan akan Telekomunikasi 
sangat diperlukan manusia untuk menunjang aktifitas dalam keseharian. (Dedi 
Supriadi, 1995 : 7) 
       Seluler merupakan contoh menarik, betapa teknologi Telekomunikasi 
yang makin rumit dan canggih membuat batas antara jasa dasar dan non dasar 
tidak lagi mudah dibedakan secara hitam-putih. Ini merupakan fenomena yang 
sekian tahun lalu tidak pernah terbayangkan. 
       Sejalan dengan semakin padatnya kegiatan para pelaku bisnis maupun 
masyarakat umum, dan berkembangnya teknologi komunikasi, semakin tinggi 
pula kebutuhan mereka untuk melakukan komunikasi yang efektif. Tidak 
dapat dipungkiri lagi bahwa telepon seluler telah menjadi bagian penting 
dalam keseharian mereka, karena telepon seluler merupakan solusi dalam 
mempermudah komunikasi tanpa membatasi ruang dan gerak seseorang. 
Lebih jauh, kini telepon seluler telah dikenal dan digunakan secara luas oleh 
masyarakat dunia. 
       Teknologi telepon seluler GSM (Global System for Mobile 
communication) pertama kali hadir di Indonesia ketika diluncurkan oleh PT. 
Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) pada bulan November 1994. Seiring 
dengan berjalannya waktu, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penggunaan telepon seluler di 
Indonesia mulai marak sekitar tahun 1995 dengan jumlah pengguna 219.000 
orang, sekalipun pada tahun tersebut kebutuhan orang akan telepon seluler 
meningkat menjadi 1.632.000 orang (SWA No. 17 Tahun 1999). Telepon 
seluler kini sudah bukan lagi hanya digunakan untuk meningkatkan prestise 
pemiliknya saja, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan bagi sebagian 
orang, telepon seluler adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. 
 
3.  Tinjauan Mengenai Undang-Undang Telekomunikasi 
       Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan jaman mengakibatkan 
banyaknya perubahan yang terjadi dibidang telekomunikasi. Perubahan ini 
tidak hanya terjadi dari segi teknologi pada alat-alat komunikasi tetapi juga 
terjadi perubahan pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 
komunikasi, seperti halnya peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah 
mengenai komunikasi yang ditegaskan kembali lewat Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
       Dalam undang-undang tersebut diatur segala hal yang menyangkut 
hubungan komunikasi, bahkan juga diatur mengenai definisi dari 
telekomunikasi itu sendiri seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 
Undang-Undang Telekomunikasi bahwa yang dikatakan sebagai 
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan 
dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 
dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik 
lainnya. 
       Pengaturan mengenai alat komunikasi, perangkat Telekomunikasi, sarana 
dan prasarana Telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung 
terciptanya suatu jaringan Telekomunikasi tercantum dalam Pasal 1 butir 2, 
butir 3, dan butir 4 Undang-Undang Telekomunikasi. 
       Yang dimaksud dengan jaringan Telekomunikasi adalah suatu rangkaian 
perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka 
bertelekomunikasi (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Telekomunikasi). 
       Telekomunikasi yang diadakan oleh pihak perusahaan Telekomunikasi, 
dalam hal ini adalah PT INDOSAT, ditawarkan kepada konsumen dalam dua 
bentuk : 
a. Barang yang diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan 
bertelekomunikasi masyarakat. 
b. Jasa Telekomunikasi yang berupa layanan Telekomunikasi untuk 
memenuhi kebutuhan dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi 
(Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Telekomunikasi). 
       Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dengan Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu terletak pada 
subyek undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen ditegaskan bahwa subyek undang-undang tersebut dinamakan 
dengan konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 1 butir 9, butir 10, 
dan butir 11 ditegaskan bahwa istilah konsumen, seperti dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, dinilai terlalu luas sehingga diganti menjadi 
tiga kategori konsumen, yaitu : 
a. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 
menggunakan jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi 
berdasarkan kontrak, 
b. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 
menggunakan jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa yang tidak 
berdasarkan kontrak, 
c. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. 
       Tujuan diadakannya Telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan 
dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan 
pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dapat dicapai 
melalui reformasi dalam bentuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
Telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan untuk 
memasuki persaingan usaha yang sehat dan professional dengan regulasi yang 
transparan, serta membuka lebih banyak peluang untuk berusaha bagi 
pengusaha kecil dan menengah (Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi). 
       Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin suatu 
hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Batasan 
penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi 
ditujukan memfokuskan kinerja perusahaan Telekomunikasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Telekomunikasi 
yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang 
meliputi : 
a. Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi 
b. Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi 
c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus. 
       Namun dalam penyelenggaraan Telekomunikasi perlu untuk 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Melindungi kepentingan dan keamanan Negara, 
b. Mengantisipai perkembangan teknologi dan tuntutan global, 
c. Dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan, 
d. Peran serta masyarakat. 
(Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi) 
       Dalam Undang-Undang Telekomunikasi, pemerintah telah menetapkan 
pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan Telekomunikasi, yaitu : 
a. Badan Usaha milik Negara (BUMN), 
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
c. Badan Usaha Swasta, 
d. Koperasi. 
       Pihak penyelenggara Telekomunikasi yang telah ditunjuk pemerintah 
tersebut kemudian menyelenggarakan jaringan Telekomunikasi dan 
menyediakan jasa Telekomunikasi kepada masyarakat. 
       Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara Telekomunikasi memiliki 
hak dan kewajiban berdasarkan kewenangannya sebagai pihak yang ditunjuk 
oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Telekomunikasi. 
a. Hak Penyelenggara Telekomunikasi 
       Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan haknya, diatur 
dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 Undang-Undang Telekomunikasi, 
selama menjalankan kewenangannya dalam menyelenggarakan 
Telekomunikasi, antara lain : 
1) Dapat memanfaatkan atau melintasi tanah Negara dan/atau bangunan 
yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. 
2) Dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik 
perorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau 
pemeliharaan jaringan Telekomunikasi setelah terjadi persetujuan 
antara para pihak. 
       Namun hak-hak penyelenggara Telekomunikasi ini baru dapat 
dilaksanakan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 ayat (3) Undang-
Undang Telekomunikasi). 
b. Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi 
        Dalam menjalankan kewenangannya, penyelenggara Telekomunikasi 
mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang diatur dalam 
Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 Undang-
Undang Telekomunikasi, yaitu : 
1) Memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan haknya 
akibat penyelenggaraan Telekomunikasi, kecuali apabila 
penyelenggara Telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian 
tersebut bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya, 
2) Memberikan kontribusi dalam pelayanan universal dalam bentuk 
penyediaan sarana dan prasarana Telekomunikasi dan/atau kompensasi 
lain, 
3) Memberikan perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya 
bagi semua pengguna, 
4) Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, 
5) Pemenuhan standar pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana, 
6) Menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan Telekomunikasi 
lain untuk pemenuhan kebutuhan Telekomunikasi. 
       Pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Telekomunikasi ini 
harus dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip yang diatur dalam Pasal 
25 ayat (3) Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu : 
1) Pemanfaatan sumber daya secara efisien, 
2) Keserasian system dan perangkat Telekomunikasi, 
3) Peningkatan mutu pelayanan, 
4) Persaingan sehat yang tidak saling merugikan. 
c. Hak Masyarakat 
       Masyarakat sebagai pelanggan, pemakai, maupun pengguna memiliki 
hak-hak yang dapat dituntutnya selama ia ikut serta dalam 
penyelenggaraan Telekomunikasi, diatur dalam Pasal 14, dan Pasal 15 
Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu : 
1) Setiap pengguna Telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk 
menggunakan jaringan Telekomunikasi dan jasa Telekomunikasi 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
2) Berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat 
penyelenggaraan Telekomunikasi. 
       Hak masyarakat sebagai konsumen untuk mengajukan ganti rugi yang 
diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi sama seperti yang terdapat 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dalam Undang-
Undang Telekomunikasi tidak disebutkan secara tegas pengajuan tuntutan 
ganti rugi tersebut ditujukan melalui badan peradilan atau di luar 
pengadilan melalui instansi yang berwenang untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. 
 
 
d. Sanksi-sanksi 
       Apabila pihak penyelenggara Telekomunikasi tidak dapat atau 
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 45, dan 
Pasal 47 Undang-Undang Telekomunikasi, maka terhadapnya dapat 
dikenakan sanksi-sanksi yang berupa : 
1) Sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha, 
2) Sanksi pidana. 
 
4.  Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 
       Peran dan fungsi pemerintah terhadap masyarakatnya saat ini bukanlah 
sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja tetapi juga memberikan 
kesejahteraan kepada masyarakatnya atau dikenal dengan Negara 
kesejahteraan. Pelaksanaan konsep Negara kesejahteraan ini, perlindungan 
bagi warga baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan aspek 
yang penting, karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa 
aman bagi rakyat, kesejahteraan bagi masyarakat tidak mungkin tercapai. 
       Perlindungan bagi masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah 
satunya adalah perlindungan hukum. Hampir seluruh masyarakat secara 
individu merupakan konsumen suatu barang atau jasa tertentu, sehingga 
perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian dari 
pembangunan secara keseluruhan, yang merupakan kewajiban yang tidak 
dapat dihindarkan bagi Negara untuk selalu berupaya memberikan 
perlindungan konsumen. 
       Seiring dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat dalam berbagai 
bidang, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen, hal ini disebabkan oleh 
lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen yang dalam 
memproduksi barang atau jasa yang cenderung hanya mengejar tingkat 
produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan usaha. 
       Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), dibentuk dan diberlakukan di masyarakat sebagai wujud kepedulian 
pemerintah terhadap kepentingan konsumen yang kerap kali diperlakukan 
secara tidak adil oleh para pelaku usaha, sehingga dapat digunakan oleh 
konsumen sebagai peraturan yang dapat melindungi kepentingannya dari 
perlakuan para pengusaha yang sering kali merampas hak-hak konsumen. 
       Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun 
formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 
produktifitas dan efesiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya 
dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik 
langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan 
merasakan dampaknya (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000:33). 
       Secara universal hak-hak konsumen yang telah diakui adalah 
sebagaimana yang telah ditemukan Pres. J.F. Kennedy (dalam Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 1986:61), adalah sebagai berikut : 
a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety). 
b. Hak memilih (the right to choose). 
c. Hak mendapat informasi (the right to be informed). 
d. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
       Hak-hak yang dimiliki konsumen berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 4 adalah sebagai berikut : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang 
dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang dipergunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, 
apabila barang dan.atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya. 
       Setelah hak-hak konsumen dipenuhinya, adapula kewajiban-kewajiban 
yang dipatuhi dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa agar terhindar dari 
kerugian, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
kewajiban-kewajiban tersebut yaitu : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
       Pelaku usaha mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi. Hal ini 
diperlukan untuk menghindari pihak-pihak yang berbuat nakal dan curang. 
Hak-hak bagi pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen adalah sebagai berikut : 
a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
       Adapun yang melekat pada hak-hak yang dimiliki pelaku usaha ialah 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam 
kegiatan perekonomian, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen kewajiban pelaku usaha ialah : 
a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai 
penggunaan perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi ganti rugi barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
       Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
memungkinkan konsumen yang dirugikan oleh produsen melakukan 
penuntutan melalui jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. 
       Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 
batasan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan suatu upaya 
untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia atau 
kelompok manusia dengan adanya kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan 
di masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap 
konsumen, berarti dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan 
yang benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan 
konsumen secara optimal. 
       Dilihat dari tujuan diberlakukannya UUPK sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 3 UUPK, yaitu : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen. 
       Terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama UUPK, ditempatkan pada 
urutan pertama yaitu, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. Selain itu, dalam Pasal 4 huruf f UUPK 
menyebutkan adanya hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan 
pendidikan konsumen. Dan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUPK bahwa 
Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
       Oleh karena itu apabila masyarakat konsumen belum memiliki kesadaran 
akan hak-haknya, belum mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk 
melindungi diri dari tindakan produsen yang seringkali melanggar hak 
konsumen. Dapat dikatakan UUPK belum berjalan secara efektif di 
masyarakat. 
       Pada dasarnya makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam 
menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyaknya informasi yang 
harus disampaikan kepada konsumen. Pendidikan konsumen dapat diibaratkan 
sebagai tindakan preventif agar tidak timbul masalah konsumen (sengketa 
konsumen). 
       Kecenderungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah 
lembaga swasta pengadvokasi konsumen. Sesuai dengan Pasal 44 UUPK, 
yaitu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan 
meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas 
hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang 
dan jasa, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya, 
kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 
konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk 
menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan 
bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan 
konsumen. 
       Dengan demikian memang sudah selayaknya kalau masyarakat bersandar 
pada lembaga swadaya ini, lembaga swadaya yang ada di Indonesia antara 
lain : yayasan lembaga perlindungan konsumen Indonesia (YLKI) dan 
lembaga bantuan hokum (LBH). Namun keberadaan lembaga yang diakui 
oleh pemerintah ini dalam memberikan advokasi kepada masyarakat, hanya 
dapat berperan dalam memfasilitasi saja karena bukan merupakan institusi 
politik yang terlibat secara intens dalam perumusan-perumusan kebijakan 
menyangkut kepentingan masyarakat konsumen. 
       Apabila dilihat dari mekanisme kerja yang dilaksanakan oleh YLKI 
selama ini yaitu pengaduan dari konsumen kemudian mengadakan konsultasi 
dengan menawarkan penyelesaian yang diinginkan oleh konsumen, yaitu 
penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi) atau penyelesaian di luar 
pengadilan (non Litigasi). Untuk penyelesaian di luar pengadilan dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK dan secara 
mediasi/arbitrase/konsiliasi melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat (LPKSM). Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan, 
konsumen harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dapat diketahui 
bahwa peran YLKI dalam penyelesaian masalah konsumen hanya sebagai 
fasilisator tanpa mampu bertindak lebih jauh dalam membela konsumen. 
       Masyarakat dahulu sebelum orde baru sangat percaya terhadap lembaga 
yang terbentuk berdasarkan UUPK, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 
Kedua lembaga tersebut sebenarnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah 
dalam masalah konsumen, akan tetapi dengan keadaan pemerintahan orde 
baru yang telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
telah berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat untuk bergantung pada 
lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena 
lembaga-lembaga tersebut memperoleh dana dari pemerintah sehingga bukan 
tidak mungkin kalau lembaga tersebut lebih cenderung memikirkan 
kepentingan pemerintah dan pelaku usaha. 
       Dengan memperhatikan fungsi dan tugas BPKN sesuai Pasal 33 dan Pasal 
34 UUPK, yang antara lain memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 
Indonesia dan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam 
rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Maka 
yang perlu dipertanyakan adalah sejauhmana peran aktif BPKN dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut di atas, sehubungan dengan masih 
banyaknya produsen yang mengabaikan kepentingan konsumen tanpa ada 
tindakan yang tegas dari pemerintah. 
       Tekanan-tekanan yang dapat diberikan kepada produsen, swasta maupun 
BUMN, adalah masyarakat konsumen sendiri. Sesuai dengan tujuan UUPK 
memang pada dasarnya untuk dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai 
konsumen yang selama ini cenderung diabaikan oleh produsen harus 
merupakan kemauan dari konsumen sendiri. Hal ini disebabkan konsumen 
sebagai pihak yang paling merasakan akibat langsung perilaku produsen, 
sehingga mestinya masyarakat konsumen paling berkepentingan untuk 
melakukan gugatan-gugatan apabila haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi 
oleh produsen. Sebagai salah satu cara yaitu dengan bekerja sama dengan 
lembaga-lembaga swadaya konsumen atau lembaga terkait melakukan 
penguatan kelembagaan kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok 
kecil pengguna jasa. 
       UUPK tidak akan dapat berlaku secara efektif di masyarakat, apabila 
pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam penegakan hukum 
perlindungan konsumen dan konsumen yang tidak begitu peduli akan hak-
haknya sebagai konsumen. 
       Kedua faktor tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat 
dipisahkan, dengan pengertian bahwa pemerintah dan masyarakat konsumen 
harus bekerja sama dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Apabila 
hal itu dapat dilakukan maka semua ketentuan dalam UUPK akan dapat 
dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan perkembangan hukum 
perlindungan konsumen agar lebih akomodatif dalam menampung aspirasi 
masyarakat konsumen. 
       
 
B. Kerangka Pemikiran 
       Bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik materiil maupun spiritual. 
Masyarakat yang antara lain berkedudukan sebagai konsumen perlu memperoleh 
perlindungan agar tidak menjadi bahan eksploitasi bagi para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah 
masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian konsumen terhadap hak-
haknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh 
karena itu, negara mengeluarkan suatu perundang-undangan mengenai 
Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Undang-Undang dimaksudkan sebagai landasan kuat 
bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan 
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya 
ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada 
dasarnya prinsip pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin 
dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan 
konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen juga diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang 
mampu memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi 
konsumen.  
       Perlindungan kepada seorang konsumen harus diberikan oleh seorang 
produsen terhadap setiap orang yang menggunakan produknya. Perlindungan 
yang diberikan tidak hanya diterapkan setelah konsumen mengkonsumsi suatu 
produk tetapi justru harus dilakukan jauh sebelum konsumen memilih untuk 
memakai suatu produk. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen 
sebelum ia memakai suatu produk ditujukan agar konsumen benar-benar 
mengetahui dengan jelas mengenai produk tersebut langsung dari tangan 
produsennya atau dapat melalui agen-agennya. 
       Seorang konsumen yang dilindungi biasanya adalah konsumen yang 
menggunakan jasa suatu produk dalam kehidupan, salah satu contoh adalah 
konsumen pengguna jasa Telekomunikasi. Konsumen sebagai pengguna 
seharusnya sudah dijamin atau dilindungi pada saat ia akan memilih akan 
menggunakan suatu produk dan ia berhak untuk mendapatkan informasi yang 
jelas dari perusahaan Telekomunikasi mengenai produk yang akan ia gunakan, 
keuntungan yang akan didapatnya dari penggunaan produk tersebut dan kerugian 
yang dapat timbul akibat pemakaiannya. Perusahaan seharusnya memberikan 
informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh konsumen tersebut demi kepuasan 
pelanggannya, bukan hanya menjalankan perusahaan yang hanya berorientasi 
pada keuntungan semata (profit oriented). 
 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran yang Digunakan dalam Penulisan Hukum 
(Skripsi) ini. 
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A. Gambaran Umum PT INDOSAT Tbk 
1. Sejarah Singkat PT INDOSAT Tbk 
       PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan 29 Januari 1993 tercatat 
sebagai perusahaan Telekomunikasi pertama di Indonesia yang memperoleh 
tiga lisensi penyelenggara komunikasi sekaligus.  Ketiga lisensi 
penyelenggara Telekomunikasi tersebut dioperasikan oleh tiga unit bisnis, 
yaitu Satelit (sebagai pemilik Satelit Palapa-C yang dibuat oleh Boeing 
Satellite System (USA), Global System for Mobile Communications (GSM) 
sebagai penyelenggara komunikasi telepon selular dengan merek dagang 
”Matrix” dan ”Mentari” dan internasional (sebagai penyelenggara Sambungan 
Langsung Internasional dengan merek dagang ”008”). Untuk jasa Satelit, 
mulai beroperasi pada tahun 1995, sedangkan telepon selular dengan 
teknologi GSM, beroperasi mulai tahun 1994. Pada awalnya, saham Satelindo 
dimiliki sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan asing, yakni Deuctsche 
Telekom yang kepemilikannya mencapai 25 persen. Namun sejak 28 Juni 
2002 lalu, PT INDOSAT Tbk, sebagai induk perusahaan Satelindo 
mengambil alih kepemilikan saham Deutsche Telekom di PT Satelindo senilai 
US$ 325 juta. Sebulan kemudian, tepatnya bulan Juli 2002, INDOSAT juga 
menambah modal ke Satelindo sebesar US$ 75 juta. Saat ini, Satelindo 
mempekerjakan 1.700 karyawan di seluruh Indonesia. Tercatat jaringan 
Satelindo saat ini meliputi 11 kantor cabang, masing-masing Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, Balikpapan, 
Ujung Pandang, Manado dan Batam. Selain itu, juga memiliki 47 kantor 
layanan yang diberi nama Satelindo Direct, yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 
       Menurut Direktur Utama Satelindo Johnny Swandi Sjam, setelah 
INDOSAT menguasai 100 persen kepemilikan saham Satelindo, maka visi 
dan misi Satelindo sejalan dengan visi dan misi INDOSAT. Visinya, yakni 
menjadi salah satu penyelenggara jasa dan jaringan Telekomunikasi utama 
dunia. Sedangkan misinya, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada 
pelanggan, memberikan hasil yang terbaik kepada pemegang saham dan 
memberikan citra terbaik kepada karyawan. 
Fasilitas tambahan atau fitur yang diberikan oleh PT INDOSAT : 
a. Voice Mailbox 
Voice Mail merupakan media penyimpan pesan suara. Kelebihan fasilitas 
ini adalah : 
- Setiap pesan akan diinformasikan tanggal dan jam pengiriman, dan 
nomor telepon pengirim, jika ada; 
- Anda dapat mengakses voice mailbox saat berada di jaringan 
INDOSAT 
- Anda diberikan password untuk menjaga kerahasiaan akses. Password 
default adalah 1234. Anda disarankan untuk mengganti password 
tersebut. 
b. Calling Line Identification Presentation (CLIP) 
Fitur untuk memunculkan nomor telepon/nama pemanggil pada 
handphone penerima. 
Catatan : Nama pemanggil akan muncul jika nomor telepon/nama 
pemanggil terdaftar dalam direktori handphone/SIM Card si penerima. 
c. Call Waiting 
Fitur yang mengindikasikan adanya panggilan lain berupa nada beep 
sementara pelanggan sedang melakukan percakapan. Dalam hal ini 
pelanggan dapat melakukan pilihan : 
1) Menerima panggilan penelepon kedua; 
Pelanggan menahan/hold penelepon pertama (lihat Call Hold) dengan 
mengikuti menu di handphone, lalu berbicara pada penelepon kedua. 
Setelah ditutup, palanggan dapat kembali ke penelepon pertama. 
2) Mengabaikan panggilan penelepon kedua 
Pada waktu 15 menit apabila tidak dijawab maka panggilan akan 
dialihkan ke voice mailbox.  
d. Call Hold 
Fitur untuk menahan (hold) percakapan yang sedang berlangsung jika 
pelanggan akan melakukan panggilan keluar lainnya atau aktifitas lain 
tanpa memutus percakapan. Apabila pelanggan melakukan “hold” maka 
dia akan tetap dikenai biaya pemakaian. 
e. Call Forward/Divert 
Fitur untuk pengalihan panggilan ke nomor telepon lain atau ke voice 
mailbox. 
Catatan : panggilan akan dialihkan ke voice mailbox jika selama 15 detik 
penelepon tidak menerima respone atas panggilan yang dilakukan. 
f. Call Barring 
Fitur untuk memblokir telepon masuk atau telepon keluar. Fitur ini di-set 
OFF dan dapat diaktifkan langsung dari handphone. Pilihan call barring : 
- semua panggilan keluar; 
- semua panggilan masuk. 
Untuk mengaktifkan semua tipe call barring diperlukan password 
(password awal : 1234). Password ini dapat dirubah bergantung pada 
handphone. 
g. Conference Call 
Fitur yang memungkinkan pelanggan melakukan percakapan dengan 
maksimal 5 orang sekaligus dalam waktu bersamaan dengan nomor 
berbeda. Keenam caller dapat saling berbicara. Seluruh biaya yang timbul 
dibebankan kepada pelanggan sebagai pemanggil (inisiator). 
h. Short Message Service (SMS) 
Fitur untuk mengirim dan menerima pesan dalam format tulisan/text 
(maksimal 160 karakter). 
i. Access 
Fitur untuk mendapatkan beragam informasi dengan pengiriman berbasis 
SMS. Menu Access adalah : 
1) News (Berita) 
2) Forex (Exchange Rate) 
3) Horoskop 
4) Religious Quote 
5) Local Info 
6) Cinema 
7) Download ringtone dan logo 
Access juga memiliki fasilitas untuk menambah dan mengurangi menu 
yang disebut “Manage Menu”. Pelanggan dapat menggunakan menu ini 
untuk memperoleh menu baru dan memilihnya untuk di-download. Selain 
itu fasilitas ini bias juga digunakan untuk menghapus menu yang tidak 
digunakan. 
j. Circuit Switched Data 
Fitur untuk mengirim dan menerima fax, data dan akses WAP melalui 
handphone dengan kecepatan 9,6 kbps. Fitur ini hanya dapat digunakan 
jika pelanggan menggunakan handphone yang mendukung WAP. 
k. Transfer Pulsa (eks Mentari/eks IM3) 
Fitur yang memungkinkan Anda untuk melakukan Transfer Pulsa antar 
pengguna Mentari atau antar pengguna IM3. 
l. General Packet Radio Service (GPRS) 
Jaringan komunikasi data berkecapatan tinggi yang memungkinkan 
beragam jasa mobile internet diakses via handphone, computer dan PDA. 
Layanan tersebut juga dapat mengirim atau menerima e-mail dan transfer 
dokumen. Cocok untuk Anda yang mobile. 
m. Multimedia Messaging Service (MMS) 
MMS adalah generasi terbaru layanan pengiriman dan penerimaan pesan. 
Dengan MMS, pesan yang diterima terasa lebih hidup. Tak hanya 
berbentuk teks, tetapi dapat berupa pesan bergambar, video dan audio 
dengan kualitas lebih jelas dan jernih. Selain itu Anda juga bisa 
mendownload gambar di Gallery MMS, dan MMS bisa diakses di seluruh 
jaringan INDOSAT. 
n. I – Ring                                        
                   
Layanan yang berupa Nada Sambung Pribadi (NSP) Indosat. Untuk 
aktivasi ketik SET<spasi>kode lagu lalu kirim ke 808 via SMS. Tarif Rp 
5.500,- perbulan. 
o. I – Say 
      
Merupakan layanan baru dari INDOSAT berupa rekaman pesan suara 
anda, dalam batas waktu 30 detik. Untuk merekam pesan tekan 939 
dilanjutkan nomor yang dituju, lalu rekam pesan anda dalam batas waktu 
30 detik. Untuk mendengarkan pesan baru i – say hubungi 989, untuk 
mendengarkan pesan lama hubungi 979. 
 
PT INDOSAT Product 
a. Mentari 
 
                                                                                                 
       Mentari merupakan pelayanan SIM Card Mentari yang bersifat 
prabayar. Ini memberikan kemudahan dan cara tepat dalam penggunaan 
pelayanan GSM 1800. dengan memiliki pulsa prabayar, dan dapat 
memberikan pulsa yang tersisa kapan saja pelanggan dapat mengendalikan 
secara penuh terhadap penggunaan pulsa. Kartu Mentari ini menggunakan 
code akses : 0816-xx-xxxxx atau 0815-xx-xxxxx 
Kartu Mentari ini memiliki beberapa kelebihan antara lain : 
1) Calling Line Identification Presentation (CLIP) 
2) Call Waiting 
3) Call Hold 
4) Call Forward/Diversi 
5) Call Baring 
6) Conference Call 
7) Short Message Service (SMS) 
8) Mentari Access 
9) Voice Mailbox 
10) Circuit Switched Data 
11) Transfer Pulsa (eks Mentari) 
12) General Packet Radio Service (GPRS) 
13) Multimedia Messaging Service (MMS) 
14) I – Ring 
15) I - Say 
       Mentari staterpack dapat diperoleh di beberapa galeri Indosat/Mentari 
atau beberapa distributor yang telah ditunjuk. Staterpack yang asli 
dibuktikan dengan stiker segel hologram, yang didalamnya berisi : 
1) Mentari SIM Card 
2) Voucher isi ulang pulsa Mentari 
3) Petunjuk penggunaan 
4) Petunjuk cepat 
5) Nomor PIN (Personal Indification Number) dan PUK (Personal 
Unblocking Key) 
Pusat Layanan Kartu Mentari : 
1)  Call Center   : 021-5438 8888 
2)  Telepon Bebas Pulsa  : 555 atau 222 dari kartu Mentari 
3)  Website   : www.klub-mentari.com 
4)  Datang langsung ke Galeri INDOSAT pada alamat yang tercantum di 
dalam buku petunjuk praktis.  
 
b. Matrix 
 
 
 
       Matrik merupakan pelayanan SIM Card Matrix yang bersifat 
pascabayar, dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan Mentari. 
Pelanggan Matrix akan menerima laporan detail tentang lama 
pembicaraan yang telah dilakukan. Matrix memiliki kode akses : 0816-xx-
xxxxx atau 0815-xx-xxxxx 
Kartu Matrix ini memiliki beberapa kelebihan antara lain : 
1) Calling line Identification Presentation (CLIP) 
2) Call Waiting 
3) Call Hold 
4) Call Forward/Diversi 
5) Call Baring 
6) Conference Call 
7) Short Message Service (SMS) 
8) Matrik Access (Info-on-Demand) 
9) Voice Mailbox 
10) Circuit Switched Data 
11) General Pocket Radios System (GPRS) 
12) Multimedia Messaging Service (MMS) 
13) I – Ring 
14) I - Say 
Pusat Layanan Kartu Matrix adalah : 
1)  Call Center   : 021-5438888 
2)  Telepon Bebas Pulsa  : 222 dari handphone 
3)  Website   : www.matrix-centro.com 
4)  Datang langsung ke Galeri INDOSAT pada alamat yang tercantum di 
dalam buku petunjuk praktis.  
 
b. StarOne 
  
       PT INDOSAT tanggal 8 Juli 2004 mengumumkan kepada pers bahwa 
layanan fixed wireless access (FWA) dengan brand StarOne siap 
beroperasi di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok mulai 
tanggal 9 Juli 2004. "INDOSAT kembali meluncurkan alternatif layanan 
Telekomunikasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat ibukota 
berupa layanan Telekomunikasi tetap nirkabel (FWA) yaitu StarOne. 
StarOne hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan 
Telekomunikasi dengan tarif ekonomis dan fitur yang lengkap, mulai dari 
layanan suara, SMS dan data dengan mobilitas terbatas," jelas Wahyu 
Wijayadi, Direktur Telekomunikasi Tetap dan MIDI PT INDOSAT. 
"StarOne juga menawarkan kualitas yang memuaskan, sesuai dengan 
komitmen PT INDOSAT untuk selalu memberikan kepuasan bagi 
pelanggan". 
       StarOne merupakan layanan Telekomunikasi suara dan data yang 
memberikan kemampuan mobilitas bagi pelanggan namun terbatas dalam 
satu wilayah Kode Area. Layanan ini berbasis jaringan akses nirkabel 
dengan menggunakan teknologi CDMA (Code Division Multiple Access) 
2000 1X yang merupakan sebuah sistem teknologi selular digital terbaru 
yang dipersiapkan sebagai landasan konsep komunikasi masa depan. 
Teknologi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain kualitas suara yang 
lebih jernih, jaminan keamanan privacy terhadap upaya penyadapan dan 
penggandaan, serta aman bagi kesehatan, karena radiasi gelombang yang 
dipancarkan relatif rendah dibandingkan dengan teknologi wireless 
lainnya. Kehadiran StarOne ini merupakan tahap kedua setelah 
sebelumnya StarOne beroperasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya sejak 
tanggal 29 Mei 2004 lalu. "Selain memberikan lebih banyak alternatif 
pilihan bagi masyarakat akan layanan telepon tetap, kehadiran StarOne 
juga memungkinkan masyarakat yang saat ini belum terlayani atau belum 
memiliki fasilitas telepon tetap untuk dapat menikmati fasilitas 
Telekomunikasi".  
       Layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna StarOne saat ini adalah 
layanan basic voice untuk percakapan lokal, SLJJ (Sambungan Langsung 
Jarak Jauh), SLI (Sambungan Langsung Internasional), serta percakapan 
ke semua telepon seluler (Matrix, Mentari, IM3, Telkomsel, XL, Mobile 
8, Lippo Telecom), Telkom Flexi dan telepon rumah. Sedangkan layanan 
SMS saat ini dimungkinkan antar StarOne, ke Matrix, Mentari, IM3, XL, 
Mobile 8, dan Lippo Telecom. Selain itu StarOne juga memungkinkan 
pelanggan mengakses Internet dengan kecepatan sampai dengan 153,6 
kbps. 
       StarOne tersedia dalam bentuk prabayar dan pascabayar. StarOne 
pascabayar menawarkan kelebihan-kelebihan antara lain tarif SMS 
ekonomis ke StarOne, Matrix, Mentari dan IM3 yaitu Rp 100 per SMS, 
tarif SLJJ dengan kode akses 011 antar StarOne (Jakarta ke/dari Surabaya) 
Rp 900/ menit. Selain itu StarOne pascabayar menawarkan panggilan 
lokal ke PSTN dengan tarif Rp 97,5 per menit. Sedangkan StarOne 
prabayar menawarkan tarif SMS ke StarOne, Matrix, Mentari 
dan IM3 Rp 150 per SMS. Selain itu untuk panggilan lokal ke selular Rp 
750 per menit. Untuk tarif panggilan SLJJ dengan kode akses 011 StarOne 
Rp 1000,- /menit.  
       Untuk StarOne prabayar, harga paket perdana (starter pack) adalah Rp 
50 ribu dengan pulsa senilai Rp 35 ribu. Sedangkan voucher isi ulang 
tersedia dalam denominasi Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu dan Rp 10 
ribu. Selama masa promosi untuk setiap pembelian paket perdana StarOne 
pelanggan akan mendapatkan bonus 100 SMS. Untuk pembelian voucher 
isi ulang Rp 50 ribu pelanggan akan mendapatkan bonus 30 SMS dan 
untuk pembelian voucher Rp 100 ribu akan mendapatkan bonus 75 SMS.  
 
2. Sejarah Singkat PT Indosat Multimedia Mobile 
       Indosat Multimedia Mobile merupakan anak dari PT INDOSAT Tbk 
yang menjadi penyedia dalam bidang jasa Telekomunikasi Internasional di 
Indonesia. Sehingga bagian dari strategi bisnis PT INDOSAT ke depan 
menjadi penyedia jaringan dan jasa, Indosat Multimedia Mobile (IM3) 
menjadi penyedia jasa komunikasi bergerak (GSM 1800 di Indonesia). 
       PT INDOSAT telah mengakui keberadaan Indosat Multimedia Mobile 
sebagai penyedia jasa komunikasi bergerak, dengan dikeluarkannya : 
a. Surat Keputusan Menteri Komunikasi No. PT. 0034/17 HB-2000 
tertanggal 14 Agustus 2000, sebagai penyedia jasa komunikasi bergerak 
(GSM 1800). 
b. Surat Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi No. 
602/TU/PT.200/DITBINFREK/00 tertanggal 13 September 2000, sebagai 
perusahaan pengguna frekuensi radio GSM/DCS pada bandwidth 1800. 
       Sekarang Indosat Multimedia Mobile (IM3) merupakan seluler pertama 
di Indonesia yang menyediakan jasa GSM 1800. 
       PT Indosat Multimedia Mobile dipimpin oleh Direktur Utama yang 
membawahi lima Direktorat yang masing-masing dipimpin oleh seorang 
direktur yaitu :  
a. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan  
b. Direktorat Operasi dan Pemeliharaan 
c. Direktorat Pemasaran 
d. Direktorat Pelayanan Pelanggan dan Produk 
e. Direktorat Keuangan dan Administrasi 
Disamping seorang Direktur Utama yang langsung membawahi : 
a. Divisi Sekretaris Perusahaan 
b. Divisi Internal Audit 
c. Divisi Sumatera 
d. Divisi Jawa Barat 
e. Divisi Jawa Tengah dan DIY 
f. Divisi Jawa Timur 
g. Divisi Bali 
Yang masing-masing dipimpin oleh General Manager. 
Setiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang dipimpin oleh seorang 
General Manager. 
Direktur Niaga membawahi tiga divisi, yaitu : 
a. Divisi Pemasaran 
b. Divisi Produk 
c. Divisi Pelayanan Pelanggan 
Direktur Operasi dan Teknik membawahi empat divisi, yaitu : 
a. Divisi Operasi Jaringan 
b. Divisi Relation Management 
c. Divisi Perencanaan, Performansi dan Manajemen Kapasitasi 
d. Divisi Teknologi Informasi 
 
Direktur Pengembangan Perusahaan membawahi tiga divisi, yaitu : 
a. Divisi Perlengkapan 
b. Divisi Pembangunan 
c. Divisi Pengembangan Teknologi Informasi 
Direktur Keuangan dan Administrasi membawahi empat divisi, yaitu : 
a. Divisi Billing and Revenue Assurance 
b. Divisi Tresury 
c. Divisi Akutansi 
d. Divisi Sumber Daya Manusia 
       Dibawah setiap divisi terbagi menjadi beberapa bagian yang dipimpin 
oleh seorang Manager dibantu oleh beberapa Asisten Manager yang masing-
masing membawahi setingkat kepala seksi dan staff. Diagram lengkap 
mengenai struktur organisasi dalam PT Indosat Multimedia Mobile dapat 
dilihat di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur Organisasi PT Indosat Multimedia Mobile 
Direksi-Tingkat Regional dan Bagian 
 
 
 
 
 
Direktorat Operasi & 
Teknik 
Sumedi Kirono (ISAT) 
Direktorat Keuangan 
& Administrasi 
Hulman Sidjabat 
Direktorat 
Pengembangan 
Sumedi Kirono 
(ISAT) 
Direktorat Niaga 
Fadzri Sentosa 
(ISAT) 
DIREKTUR UTAMA 
Yudi Rulanto (ISAT) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Regional                             Regional Jabotabek 
       (Setingkat Bagian)                       (Setingkat Divisi) 
LOKASI : 
Sumatera    : Nandang Prihantoro (IM3) 
Jawa Barat    : Gunung H. W (ISAT) 
Jawa Tengah & DIY   : P.C Sutrisno (ISAT) 
Jawa Timur    : Suwignyo (ISAT) 
Bali     : (Kosong) 
Visi, Misi, Strategi, dan Core Values 
a. Visi dari IM3 
IM3 memiliki visi yaitu menjadi ”trendsetter” multimedia mobile di 
Indonesia. 
b. Misi dari IM3 
Regional  
Bag. Teknik 
Jaringan 
Regional Jabotabek 
HIDAYAT WIJAYANTO 
Bag. Sales Program 
& Promotion 
Fadian MP (ISAT) 
Bag. Keuangan & Adm. 
Arief Budiman (ISAT) 
Bag. Penjualan Corporate & 
Adm. Data Pelanggan 
 AS Kadarsih (ISAT) 
Bag. Penjualan/Retail 
Djunaedy H (ISAT) 
Bag. Pusat Pelayanan 
Verita P (ISAT) 
Misi yang dijalani oleh PT Indosat Multimedia Mobile saat ini yaitu : 
1) Mengembangkan komunitas IM3 untuk membangun masyarakat 
multimedia mobile 
2) Memberikan yang terbaik bagi stakeholder 
3) Meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham 
c. Strategi dari IM3 
1) Mengembangkan bisnis Indosat Group di bidang seluler 
2) Sinergi dari Satelindo dan Indosat Group 
3) Kualitas jaringan terbaik 
4) Tingkat harga bersaing 
5) Kemudahan dan layanan yang beragam 
6) Pengembangan teknologi yang inovatif 
7) Pola kemitraan saling menguntungkan 
8) Mengembangkan pola pendanaan yang intensif 
d. Core Values  
1) Team work 
- Proaktif 
- Problem solving 
- Responsibility 
- Positive thinking 
- Trust 
- Integrity 
- Keterbukaan 
- Saling menolong 
- Koordinasi 
- Kesamaan 
- Saling menghargai 
- Transparan 
2) Profesionalism 
- Disiplin 
- Rajin  
- Belajar untuk menambah pengetahuan 
- Achievement 
- Penguasaan teknologi 
- Tidak pernah puas 
3) Service 
- Sopan dalam hal sikap dan pakaian 
- Ramah  
- Jujur 
- Memahami pasar 
- Komitmen dalam waktu dan kualitas 
- Dinamis, agresif, dan energik 
- Flexible 
- Continous improvement (input, output, personal) 
- Customer loyalty 
 
Indosat Multimedia Mobile (IM3) product 
a. IM3 Smart 
 
        
                                                             
       IM3 Smart merupakan pelayanan SIM Card IM3 yang bersifat 
prabayar. Ini memberikan kemudahan dan cara tepat dalam penggunaan 
pelayanan GSM 1800. dengan memiliki pulsa prabayar, dan dapat 
memberikan pulsa yang tersisa kapan saja pelanggan dapat mengendalikan 
secara penuh terhadap penggunaan pulsa. IM3 smart ini menggunakan 
code akses : 0856-xx-xxxxx 
IM3 smart ini memiliki beberapa kelebihan antara lain : 
1) Calling Line Indification Presentation (CLIP) 
2) Call Waiting 
3) Call Hold 
4) Call Forward/Diversi 
5) Call Baring 
6) Conference Cal 
7) Short Message Service (SMS) 
8) IM3 Access 
9) Voice Mailbox 
10) Circuit Switched Data 
11) Transfer Pulsa (eks IM3) 
12) General Packet Radio Service (GPRS) 
13) Multimedia Messaging Service (MMS) 
14) I – Ring 
15) I - Say 
       IM3 smart staterpack dapat diperoleh di beberapa galeri IM3 atau 
beberapa distributor yang telah ditunjuk. Staterpack yang asli dibuktikan 
dengan stiker segel hologram, yang didalamnya berisi : 
1) IM3 Smart SIM Card 
2) Voucher isi ulang pulsa IM3 smart 
3) Petunjuk penggunaan 
4) Petunjuk cepat 
5) Nomor PIN (Personal Indification Number) dan PUK (Personal 
Unblocking Key) 
Pusat layanan kartu IM3 adalah : 
1)  Telepon Bebas Pulsa  : 300 dari IM3 atau 08001100888 dari 
PSTN 
2)  Telepon  : 021-30003000 
3)  SMS  : Kirim SMS ke 300 
4)  Fax  : 021-5449501 s/d 6 
5)  E-mail  : icare@indosat.com 
6)  Website  : www.m3-access.com 
7) Datang langsung ke Galeri INDOSAT pada alamat yang tercantum di 
dalam buku petunjuk praktis. 
 
b. IM3 Bright 
       IM3 Bright merupakan pelayanan SIM Card IM3 yang bersifat 
pascabayar, dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan IM3 smart. 
Pelanggan IM3 Bright akan menerima laporan detail tentang lama 
pembicaraan yang telah dilakukan. IM3 Bright memiliki kode akses : 
0855-xx-xxxxx 
IM3 Bright ini memiliki beberapa kelebihan antara lain : 
1) Calling Line Indification Presentation (CLIP) 
2) Call Waiting 
3) Call Hold 
4) Call Forward/Diversi 
5) Call Baring 
6) Conference Call 
7) Short Message Service (SMS) 
8) IM3 Access (Info-on-Demand) 
9) Voice Mailbox 
10) Circuit Switched Data 
 
  
Pusat layanan kartu IM3 adalah : 
1)  Telepon Bebas Pulsa  : 300 dari IM3 atau 08001100888 dari 
PSTN 
2)  Telepon  : 021-30003000 
3)  SMS  : Kirim SMS ke 300 
4)  Fax  : 021-5449501 s/d 6 
5)  E-mail  : icare@indosat.com 
6)  Website  : www.m3-access.com 
7) Datang langsung ke Galeri INDOSAT pada alamat yang tercantum di 
dalam buku petunjuk praktis. 
       Dalam setiap staterpack atau kartu perdana baru selalu berisikan : Kartu 
SIM, Buku Petunjuk Penggunaan, Voucher, PIN dan PUK. Pelanggan akan 
mendapatkannya saat membeli di Galeri, Dealer, Outlet, atau tempat-tempat 
resmi lainnya. 
       Untuk keamanan pelanggan setiap Kartu/SIM Card harus menjaga sandi-
sandi rahasia, yaitu : 
a. PIN (Personal Indification Number) 
Merupakan nomor rahasia untuk membuka handphone yang terdiri dari 4 
digit dan bersifat pribadi. PIN standard 1234. SIM Card akan terblokir jika 
salah memasukkan PIN maksimal 3 kali. Untuk membukanya harus 
menggunakan PUK. Anda dapat mengaktifkan PIN standar melalui 
fasilitas yang ada didalam handphone Anda. Untuk keamanan, Anda 
disarankan untuk merubah PIN standar melalui fasilitas yang ada di dalam 
handphone Anda. 
b. PUK (Personal Unblocking Key) 
Merupakan nomor yang digunakan apabila nomor PIN terblokir. Terdiri 
dari 8 digit, bersifat pribadi dan tidak dapat diganti. Jika salah 
memasukkan PUK sebanyak 10 kali, maka kartu akan benar-benar 
terblokir atau rusak dan harus diganti kartu baru. 
Simpan baik-baik dan jaga kerahasiaan informasi PIN dan PUK Anda. 
      PT INDOSAT juga menyediakan pelayanan terhadap pelanggan untuk 
memudahkan pelanggan INDOSAT seluruh Indonesia untuk mengetahui 
informasi mengenai produk INDOSAT yang tersentralisasi melalui yakni  
telepon langsung dari handphone, Call Center, SMS (Short Message Service), 
Fax, E-mail, dan Website. 
 
B. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia 
       Peraturan mengenai Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi di Indonesia saat 
ini adalah dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden, Keputusan Menteri dan bahkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal 
Perhubungan. Di samping itu terdapat pula peraturan Internasional yang menjadi 
landasan peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi. 
       Peraturan yang mengatur tentang dasar penyelenggaraan Telekomunikasi 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
       Peraturan yang mengatur tentang dasar penyelenggaraan jasa 
Telekomunikasi tersebut adalah sebagai berikut : kehadiran Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 ini dapat diartikan sebagai cara baru dalam konsepsi 
penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia. Dengan disahkan/ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tersebut telah dibuka pintu gerbang 
untuk penyelenggaraan Telekomunikasi oleh penyelenggara. Oleh karena itu 
posisi-posisi menuju liberalisasi penyelenggaraan jasa Telekomunikasi 
menuju kompetisi bisnis Telekomunikasi, baik dalam lingkup nasional 
maupun Internasional dicanangkan pada saat Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999. jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan 
penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk itu melalui 
Telekomunikasi. 
       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memuat 
berbagai ketentuan, yang antara lain adalah ketentuan umum, tujuan dan asas 
penyelenggaraan Telekomunikasi, pembinaan Telekomunikasi, 
penyelenggaraan Telekomunikasi, dan ketentuan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Telekomunikasi. 
       Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
ditentukan bahan yang dimaksud dengan : 
a. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan sarana dan atau fasilitas Telekomunikasi sehingga 
memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi (Pasal 1 angka 6). 
b. Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi adalah penyelenggara 
Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1 angka 
7). 
c. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah 
penyelenggaraan Telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
tertentu, perseorangan, atau badan hukum untuk keperluan khusus atau 
untuk keperluan sendiri. 
d. Jasa Telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggara atau 
badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Telekomunikasi 
dengan menggunakan fasilitas Telekomunikasi (Pasal 1 angka 9). 
e. Badan penyelenggara negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang 
bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa 
Telekomunikasi (Pasal 1 angka 10). 
f. Badan lain adalah badan hukum di luar badan penyelenggara berbentuk 
koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta, nasional, 
yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa Telekomunikasi (Pasal 1 
angka 11). 
       Dalam penyelenggaraannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
mengatur sebagai berikut : 
       Pasal 12 
       Ayat (1)  
       Penyelenggaraan Telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang 
selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dapat dilimpahkan 
kepada ini dan penyelenggara ; 
       Ayat (2)  
       Badan lain selain badan penyelenggara (sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1) dapat menyelenggarakan Telekomunikasi dasar atas kerjasama dengan 
penyelenggaraan, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi 
bukan Wartel badan lain dapat melaksanakan tanpa kerjasama dengan badan 
penyelenggara. 
       Ayat (3)  
       Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat 
dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau badan hukum 
selain badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan (2). 
       Dalam Penjelasannya diuraikan sebagai berikut : 
       Pasal 12 
       Ayat (1) 
       Badan penyelenggara yang dimaksud adalah yang sesuai dengan 
ketentuan pasal 1, yakni badan usaha milik negara yang bentuk usahanya. 
       Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN, adalah      badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki      oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari      kekayaan negara 
yang dipisahkan (Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003). Pasal 2 ayat 
(1), maksud dan tujuan pendirian  BUMN adalah :  
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 
b. Mengejar keuntungan; 
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat 
hidup orang banyak; 
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sektor swasta dan koperasi; 
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
 golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 
       Dengan memperhatikan sifat usaha penyelenggara jasa Telekomunikasi, 
maka sudah pada tempatnya apabila kepada badan penyelenggara diberikan 
pengarahan mengenai pengembangan usahanya yang disertai pengawasan dan 
pertanggungjawaban yang pengelolaan dan dengan sistem jelas. 
       Ayat (2) 
       Badan lain yang dimaksud adalah yang sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 1. Yang dimaksud dengan jasa Telekomunikasi dasar adalah jasa 
Telekomunikasi yang menyampaikan informasi secara murni di mana isi dan 
pesan informasi yang dikirim dan diterima bersifat tetap, netral dan transparan 
terhadap fasilitas Telekomunikasi yang digunakan. Jasa Telekomunikasi dasar 
meliputi antara lain telepon seluler, telex, telegram, dan sirkir sewa. 
       Ayat (3)  
       Selain badan penyelenggara dan badan WK yang menyelenggarakan jasa 
Telekomunikasi, instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan 
hukum dapat penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan khusus yang 
mempunyai sifat tertentu seperti kerahasiaan, jangkauan, atau yang 
pengoperasiannya mengikuti tata cara dan bentuk tersendiri. 
       Penyelenggara Telekomunikasi dimaksud adalah : 
a. Telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas khusus instansi pemerintah 
tertentu, misalnya untuk Badan Meteorologi dan Geofisika Televisi 
Publik. 
b. Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan hukum asalnya radio 
siaran non-RRI, Telekomunikasi untuk pertambangan dan Telekomunikasi 
untuk pengusahaan hutan Indonesia, Radio Republik Indonesia, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 
c. Telekomunikasi yang diselenggarakan perseorangan, misalnya amatir dan 
komunikasi radio antar penduduk. 
 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
       Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan menjadi 
landasan hukum yang kuat bagi usaha penyelenggaraan jasa Telekomunikasi, 
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk 
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 
pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah 
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi 
pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin 
dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan 
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Piranti 
hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan 
usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen 
dapat mendorong lainnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi 
persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. 
       Disamping itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dalam 
pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha 
kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan 
penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-Undang ini dirumuskan 
dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan 
nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan 
terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia 
seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia 
yaitu dasar negara Pancasila dan konstuti negara Undang-Undang Dasar 1945. 
 
a. Asas dan Tujuan 
       Secara garis besar Undang-Undang ini telah mencakup dan 
mengakomodir hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 
komprehensif. Hal ini ditegaskan dengan adanya asas-asas yang terdapat 
dalam Undang-Undang tersebut, yaitu : asas manfaat, asas keadilan, asas 
keseimbangan, asas keselamatan dan keamanan konsumen, serta asas 
kepastian hukum. 
       Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha secara keseluruhan. 
       Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya. 
       Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti 
materiil dan spiritual. 
       Asas kesamaan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
       Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin 
kepastian hukum. (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen) 
       Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam 
pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu : 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam mamilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam usaha; 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
b. Pembinaan 
       Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
pemerintah bertanggung jawab atas segala pembinaan perlindungan 
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha 
serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. 
Adapun upaya pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yaitu 
meliputi : 
- Terciptanya suatu iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat 
dan dinamis antara pelaku usaha dan konsumen; 
- Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat; 
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya 
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan 
konsumen. 
       Dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
c. Pengawasan 
       Pada pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan 
bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 
diselenggarakan oleh pemerintah melalui menteri dan/atau menteri teknis 
terkait, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling bekerja sama dalam 
mengawasi adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen. 
       Terhadap hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat 
disebarluaskan kepada publik dan dapat disampaikan kepada pemerintah 
melalui Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Ketentuan pelaksanaan 
maupun penyelenggaraan tugas pengawasan yang lain diatur dan 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
    
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 
       Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi adalah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1991. tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 1993, dijelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan 
Telekomunikasi, yaitu : 
       Pasal 4 
       Ayat (1) 
       Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dapat menyelenggarakan jasa Telekomunikasi dasar atas wartel 
kerjasama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan 
jasa Telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakan tanpa 
kerjasama dengan badan penyelenggara. 
        
 
       Ayat (2)  
       Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa 
usaha patungan, kerjasama operasi, atau kontrak manajemen. 
       Ayat (3)  
       Bidang-bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan bentuk usaha 
patungan atau kerjasama operasi atau kontrak manajemen diatur lebih lanjut 
oleh Menteri. 
       Dalam penjelasan dikatakan bahwa ayat (1) cukup jelas, ayat (20 
berbunyi sebagai berikut : 
a. Usaha patungan dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang didirikan bersama-sama 
dengan Badan Penyelenggara sebagai salah satu pemegang saham. 
b. Dalam hal usaha patungan untuk penyelenggaraan jasa Telekomunikasi 
dasar, badan penyelenggara memiliki saham dalam usaha patungan 
tersebut. 
c. Kerjasama Operasi meliputi kegiatan penyediaan, pelayanan atau 
penyediaan dan pelayanan yang dapat berupa pola bagi hasil atau pola 
komposisi. 
d. Kontrak manajemen mengatur kerjasama manajemen penyelenggara jasa 
Telekomunikasi antara badan penyelenggara dengan badan lain warna 
badan penyelenggara memperoleh keperluan manajemen dari badan 
penyelenggara memperoleh keperluan manajemen dari badan lain atau 
sebaliknya, dengan kewajiban pihak penerima bantuan manajemen 
memberikan kompensasi. 
e. Lingkup kerjasama kontrak manajemen meliputi manajemen bidang 
perencanaan, pembangunan, operasi pemasaran, tenaga ahli, 
perlengkapan, ruangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan. 
       Selain ketentuan dasar penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut diatas, 
ada beberapa ketentuan teknis lain yang mengatur tentang penyelenggaraan 
Telekomunikasi oleh badan lain sebagai operasional dan ketentuan-ketentuan 
lain sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Telekomunikasi, 
khususnya di dalam rangka penanaman modal di bidang Telekomunikasi. 
       Peraturan teknis tentang penyelenggaraan Telekomunikasi diatur dalam 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.116/PT/102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
Bukan Dasar. 
b. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.39/KS.002/MPPT-93, tentang Kerjasama Penyelenggaraan 
Telekomunikasi Dasar. 
       Sedangkan ketentuan internasional yang mengatur tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Internasional Telekomunikasi 
Unions, Conventions yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 
a. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Telekomunikasi Bukan Dasar. 
       Untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi non dasar 
pelaksanaannya dapat dilakukan oleh badan penyelenggara, badan lain, 
atau badan lain yang bekerjasama dengan badan penyelenggara (Pasal 2). 
Badan lain yang dapat menyelenggarakan Telekomunikasi bukan dasar 
adalah badan hukum yang berbentuk koperasi atau Badan usaha swasta, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD),  (Pasal 3). 
       Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri tersebut juga dijelaskan bahwa 
yang termasuk jasa Telekomunikasi bukan dasar dikelompokkan : 
1) Kelompok switching yang terdiri dari charging, multi call abbreviated 
dialing, reserve address, store and forward, in house special jauh 
untuk. 
2) Kelompok terminal yang terdiri dari telecommunication, 
PAPBX/LAN-RPUW, dialing facilities, pengindera jarak jauh. 
3) Kelompok akses basis data yang terdiri dari enquiry services, 
entertainment service, educatising, telephone directory, voice and text-
mail hot, inter-active videotext. 
4) Kelompok transaksional yang terdiri dari transaction between bank, 
money transfer, point of sale, travel booking, hotel reservation, order 
of good. 
       Jenis jasa Telekomunikasi bukan dasar selain tersebut diatas 
ditetapkan oleh Menteri Bukan dasar adalah mengenai Persyaratan 
Penyelenggaraan (Pasal 5,6,7,8 dan 9). 
       Pasal 15 
       Kerjasama antara Badan Lain dan Badan penyelenggara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 dapat berbentuk kerjasama operasi atau kontrak 
manajemen tarif dasar Menteri menetapkan besarnya tarif tertinggi untuk 
tiap jenis jasa Telekomunikasi bukan dasar. 
       Pasal 16 
       Menteri menetapkan besarnya tarif tertinggi untuk tiap jenis jasa 
Telekomunikasi bukan dasar. 
       Pasal 17 
       Struktur dan besarnya tarif tiap Telekomunikasi bukan dasar 
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dan atau Badan Persetujuan 
Menteri. 
b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.39/KS.002/MPPT-93 tentang Penyelenggara Telekomunikasi Dasar.  
       Maksud diadakannya peraturan ini adalah agar badan lain dapat 
berpartisipasi dalam menyediakan adan atau fasilitas Telekomunikasi, 
pelayanan penyelenggara Telekomunikasi dasar dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan fasilitas Telekomunikasi dengan tujuan meningkatkan 
pelayanan jasa Telekomunikasi kepada masyarakat, baik kualitas maupun 
kuantitasnya. 
       Sarana tahun kedepan, dan tingkat keberhasilan badan lain yang dapat 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Jasa 
Telekomunikasi Dasar adalah badan hukum berbentuk a,b,c Koperasi 
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta Nasional. 
       Koperasi Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara Telekomunikasi 
pemenuhan kebutuhan fasilitas tujuan meningkatkan jasa Telekomunikasi 
dasar oleh : Badan Penyelenggara, atau badan lain bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara.       
   
C. Kesesuaian Hubungan Pelanggan Sebagai Konsumen dan PT INDOSAT 
Sebagai Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
       Sebagai perusahaan Telekomunikasi yang berstatus milik swasta, PT 
INDOSAT selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu 
perusahaan untuk menyediakan pelayanan Telekomunikasi bagi masyarakat. PT 
INDOSAT merupakan suatu perusahaan yang tidak hanya berorientasi untuk 
melayani masyarakat (public service) atau kepentingan publik tetapi juga 
berorientasi untuk mencari keuntungan dari produk maupun jasa yang 
diselenggarakannya, dan PT INDOSAT menyadari bahwa kinerja mereka akan di 
nilai oleh para pengguna jasa, khususnya para pelanggannya. Oleh karena itu, PT 
INDOSAT terus berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka selama ini kepada 
masyarakat. 
Hak dan kewajiban PT INDOSAT sebagai pelaku usaha : 
1. INDOSAT memiliki hak penuh untuk : 
a. Menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh pelanggan 
b. Menerima pembayaran untuk pascabayar Matrik sebesar Rp 75.000,- 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) atas pengajuan aplikasi berlangganan jasa 
layanan seluler GSM INDOSAT yang diajukan calon pelanggan atau 
wakilnya dan biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan 
apapun apabila permohonan aplikasi berlangganannya ditolak atau 
pelanggan berhenti untuk berlangganan jasa layanan seluler GSM 
INDOSAT. 
c. Menerima pembayaran berbentuk pulsa untuk setiap penggunaan jasa 
layanan seluler GSM INDOSAT 
d. Sewaktu-waktu meninjau kembali jasa layanan seluler GSM yang 
diberikan beserta tarif-tarif yang bersangkutan. 
2. INDOSAT berkewajiban untuk : 
Menyediakan Jasa Layanan Seluler GSM sesuai dengan kemampuan fasilitas 
telekomunikasi yang dioperasikannya. 
Hak dan kewajiban konsumen sebagai pelanggan : 
1. Pelanggan memiliki hak penuh untuk : 
a. Menggunakan Jasa Layanan Seluler GSM dengan sebaik-baiknya 
b. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada INDOSAT untuk merubah 
layanan/fasilitas tambahan sepanjang sesuai dengan kemampuan fasilitas 
Telekomunikasi yang dioperasikan oleh INDOSAT. Perubahan tersebut 
berlaku efektif terhitung sejak saat disetujuinya permintaan tersebut oleh 
INDOSAT.  
2. Pelanggan berkewajiban untuk : 
a. Untuk pascabayar Matrik membayar biaya aktifasi sebesar Rp 75.000,- 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) pada saat mengajukan aplikasi 
berlangganan Jasa Layanan Seluler GSM INDOSAT yang berlaku. 
b. Membayar biaya penggunaan Jasa Layanan Seluler GSM kepada 
INDOSAT sesuai dengan penggunaannya dan ketentuan/tarif yang 
berlaku. 
c. Menggunakan SIM Card untuk keperluan sendiri dengan baik. Untuk 
setiap pengalihan (mutasi) hak penggunaan SIM Card kepada pihak ke-3 
(tiga) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari INDOSAT 
dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di INDOSAT 
d. Pelanggan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada INDOSAT 
atas setiap gangguan, kerusakan ataupun kerugian dalam bentuk apapun 
atas fasilitas Telekomunikasi yang dioperasikan oleh INDOSAT yang 
disebabkan oleh pelanggan atau atas hilangnya SIM Card karena sebab 
apapun atau atas penggunaan SIM Card yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
e. Pelanggan wajib untuk melaporkan kehilangan SIM Card atau pemutusan 
berlangganan Jasa Layanan Seluler GSM ke bagian Layanan Pelanggan 
INDOSAT. Atas laporan tersebut, INDOSAT akan me-nonaktifkan SIM 
Card pelanggan yang bersangkutan. 
f. Sampai dengan waktu pe-nonaktifan tersebut (mengacu point di atas), 
pelanggan tetap bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul dari 
pemakaian jasa layanan Seluler GSM. 
g. Untuk pascabayar, setiap perubahan Alamat atau perubahan Rekening 
Bank/Kartu Kredit termasuk tanggal berakhirnya Kartu Kredit, wajib 
segera diberitahukan secara tertulis kepada INDOSAT. 
       Adapun langkah-langkah prosedural yang harus dilakukan konsumen di 
dalam menggunakan hak maupun kewajibannya : 
1. Konsumen mencari dan mendatangi service center INDOSAT, yang dalam hal 
ini dapat di Galeri atau Kantor INDOSAT atau bisa melalui Call Center; 
2. Konsumen dapat langsung menanyakan keluhan yang dirasakan dari fasilitas 
maupun produk yang digunakan. 
3. Petugas akan melakukan pengecekan fisik, masa berlaku, dan apakah nomor 
tersebut bermasalah atau tidak terhadap Kartu/SIM Card tersebut. 
4. Apabila ketentuan-ketentuan di atas telah terpenuhi maka, petugas yang 
bersangkutan akan melakukan perbaikan terhadap gangguan atau kerusakan 
yang dialami Kartu/SIM Card tersebut secara cuma-cuma dan dilakukan 
dalam jangka waktu yang relatif (tergantung kerusakan maupun gangguan dari 
Kartu/SIM Card tersebut). 
        Bahwa ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat diatas telah 
mengakomodasikan kepentingan-kepentingan konsumen maupun kepentingan 
produsen (win win solution). Hal ini terjadi karena pada waktu pembuatannya 
telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.           
       Secara garis besar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi sudah mengakomodir hak-hak maupun kewajiban suatu badan 
penyelenggaraan komunikasi dan/atau pelaku usaha serta konsumen secara 
keseluruhan. 
       Ketentuan mengenai pengaturan hak dan kewajiban konsumen yang terdapat 
dalam pengaturan PT INDOSAT telah mengadopsi ketentuan yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
sebagai produsen dengan pelanggan sebagai konsumen dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
       Hubungan antara PT INDOSAT sebagai pelaku usaha dengan pelanggan 
sebagai konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan 
berkesinambungan. Dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling 
ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi. Di satu sisi, pelaku 
usaha membutuhkan konsumen untuk menjaga kelangsungan usahanya 
sedangkan konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Saling ketergantungan ini menciptakan hubungan yang terus 
menerus dan berkesinambungan. Serta menempatkan para pihak pada posisi yang 
berimbang. 
       Menurut data yang diperoleh penulis, Bapak Taufik selaku Branch Manager 
Indosat Solo mengatakan upaya untuk semakin mendekatkan diri ke masyarakat 
dan pelanggan terus dilakukan PT INDOSAT Cabang Surakarta. Setelah 
membuka 6 Griya Indosat di setiap kabupaten, langkah lanjut dilakukan 
INDOSAT dengan kembali menambah perwakilannya di kota-kota kecamatan. 
Kepanjangan jalur pemasaran INDOSAT yang berupa kantor perwakilan kantor 
dealer tersebut, saat ini sudah hadir di 12 kota kecamatan, yakni Delanggu (Nusa 
Teknik), Klaten (Prestasi Nusantara), Jatinom (Sentral Telekomunikasi), Wedi 
(Tri Tunggal Sentosa), Sukoharjo (Nusa Teknik), Batu Retno (Prestasi 
Nusantara), Purwantoro (Singosari), Banyudono (Tritunggal Sentosa), Palur 
(Trikomsel), Masaran (Prestasi Nusantara), Mantingan (Trikomsel), Kartasura 
(Prestasi Nusantara),. Kepala Cabang PT INDOSAT Surakarta, Taufik Maulana 
mengatakan keberadaan kantor perwakilan dealer tersebut dengan sendirinya akan 
semakin mendekatkan pula komunikasi dan hubungan antara INDOSAT dengan 
masyarakat serta pelanggan. ”Di samping itu, perluasan kantor perwakilan ini 
juga akan semakin memudahkan jangkauan para mitra outlet yang selama ini 
menjadi mitra kerja. Setidaknya dalam hal pengadaan produk-produk INDOSAT 
kini semakin mudah dan cepat, sehingga pelayanan ke konsumen juga semakin 
cepat dan memuaskan. Dengan keberadaan kantor perwakilan dealer ini, 
diharapkan juga mampu menjaga ketersediaan produk INDOSAT di pasar, 
menghambat gerak kompetitor”. 
       Sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan kantor-kantor 
cabang dealer tersebut maka PT INDOSAT mengadakan event bertajuk 
”Roadshow Percepatan Aktivasi Sub Urban” di kota-kota dimana kantor 
perwakilan dealer tersebut berada. Penyelenggaraan acara selalu mengambil 
lokasi di tengah pasar tradisional yang sedang ramai beraktivitas. Untuk menarik 
pengunjung, maka selama program berlangsung ditampilkan hiburan rakyat, 
diselingi dengan game-game menarik. Dalam acara itu pula disampaikan 
informasi mengenai produk Indosat (produk knowledge) serta berbagai program 
baru INDOSAT seperti PILHADA (Pilihan Hadiah Anda), Kompensasi BBM 
(Bahan Bakar Mentari/M3), serta diadakan akuisisi pelanggan penjualan langsung 
terjun ke kios-kios.  
       Untuk mensosialisasikan secara lebih luas pelaksanaan program di setiap 
kecamatan acara juga selalu melibatkan media massa untuk meliputnya. 
Diantaranya live report dengan pemilik dealer untuk lebih memperkenalkan 
keberadaan dealer tersebut kepada masyarakat. ”Diharapkan dengan langkah-
langkah berkesinambungan ini jaringan INDOSAT makin luas dan makin dekat 
ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih memiliki INDOSAT beserta 
produk-produknya.  
       Pemerintah pun juga mendukung upaya perlindungan hukum terhadap 
pelanggan kartu telepon seluler melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informasi (Menkominfo) No.23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi 
Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi, yaitu kebijakan meregistrasikan atau 
mendaftarankan nomor kartu prabayar.dari seluruh operator seluler. Kebijakan 
pemerintah tersebut bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan dalam 
berkomunikasi, penyalahgunaan dalam pemakaian, dan mendata jumlah 
pelanggan kartu prabayar. Rencananya tanggal 28 April 2006 apabila tidak 
meregistrasikan atau mendaftarkan maka kartu telepon akan 
diblokir/dihanguskan.  
       PT INDOSAT sendiri sebagai salah satu operator seluler telah 
menginformasikan kepada seluruh pelanggan untuk meregistrasikan atau 
mendaftarkan nomor kartu prabayarnya dengan cara ketik : No 
Identitas#Nama#Alamat#Tempat lahir#Tanggal lahir (tgl/bln/th) kirim SMS ke 
4444 (free sms). Setelah mengirim data tersebut, maka nanti akan mendapat 
balasan dari Indosat berupa ”No registrasi anda 05073022233xxxx, Catat dan 
simpan, Selamat Anda telah tergabung dalam Komunitas INDOSAT, Nantikan 
program menarik selanjutnya dari Indosat”. 
 
D. Implementasi dan Hambatan PT INDOSAT Mengenai Perlindungan Hukum 
dalam Rangka Kewajibannya Sebagai Pelaku Usaha 
       Menurut data yang diperoleh penulis, pelaksanaan perlindungan hukun 
kepada pengguna, PT INDOSAT dihadapkan pada seputar permasalahan yang 
timbul dari produk kartu telepon/SIM Card yang digunakan. Seperti kasus 
Kartu/SIMCard yang rusak, hilang, terblokir, dan sebagainya. Pada kasus kartu 
telepon yang baru di beli ternyata kartu tersebut rusak atau tidak bisa digunakan, 
dalam kasus ini PT INDOSAT bertanggungjawab dengan mengganti kartu yang 
baru tanpa mengganti nomor dan tidak dikenakan biaya. Mengenai permasalahan 
Kartu/SIM Card yang hilang, hal ini dapat dieliminasi karena menurut pihak 
produsen, bahwa setiap Kartu/SIM Card memiliki nomor kartu dan memiliki PIN 
(Personal Indifikation Number). Dengan adanya nomor kartu dan PIN tersebut, 
maka dapat dilakukan penggantian Kartu/SIM Card yang baru dan pemblokiran 
kartu yang lama. Dengan ini jelas pihak produsen sendirilah yang mempunyai 
inisiatif untuk menutup kekurangan maupun ketidakjelasan yang terdapat dalam 
pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 perihal pemberian perlindungan 
hukum kepada para konsumennya.  
       Selain itu kekurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun  ketentuan 
mengenai penggantian/replacement Kartu/SIM Card adalah sebagai berikut : 
1. Kartu/SIM Card yang kadaluarsa tidak dapat diganti baru. 
2. Kartu yang kadaluarsa, hilang, rusak setelah diaktifkan tidak dapat diuangkan 
kembali, termasuk saldo pulsa yang tersisa. 
3. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara bersama-sama oleh pelanggan dan 
INDOSAT dalam hal terjadinya cacat fabrikasi/cacat bawaan dari produk SIM 
Card dan juga atas permintaan secara resmi dari pelanggan maka INDOSAT 
akan memberikan penggantian secara Cuma-Cuma terhadap SIM Card 
tersebut. 
4. Terhadap kehilangan dan/atau kerusakan dan/atau kesalahan dalam 
pengoperasian dari SIM Card (pengoperasian tidak sesuai dengan petunjuk 
yang telah diberikan oleh INDOSAT), maka atas permintaan secara resmi dari 
pelanggan, INDOSAT akan memberikan penggantian SIM Card dengan biaya 
penggantian sebagaimana yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu oleh 
INDOSAT. 
5. Penggantian kartu/SIM Card dilakukan di Pusat Layanan Pelanggan 
INDOSAT dengan menyerahkan kartu/SIM Card yang rusak atau surat 
keterangan kehilangan dari kepolisian, kuitansi pembelian atau kemasan serta 
memenuhi beberapa ketentuan lain, dengan syarat kartu/SIM Card tersebut 
belum kadaluarsa. 
 Dari kasus diatas jelas menunjukkan bahwa PT INDOSAT bertanggungjawab 
atas barang dan/atau jasa yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 
bahwa ”hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya”. 
       Sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku 
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 
dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. Dengan adanya pasal tersebut maka jelas bahwa setiap konsumen 
memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha yang dinilai telah merugikannya. 
       Selain melalui lingkungan peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen juga memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (4) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan antara lain berupa uapaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa 
maupun penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
       Adapun bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa 
dirugikan dengan adanya kasus Kartu/SIM Card rusak pada waktu pembelian, 
ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
sesuai dengan pasal 15 ayat (3) adalah : 
- Mediasi; 
- Arbitrasi; 
- Konsiliasi; 
- Upaya Pengadilan. 
       Menurut hemat penulis, kedua ketentuan perundang-undangan tersebut telah 
berupaya mengedepankan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen. 
Tetapi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi khususnya perihal upaya perlindungan hukum bagi konsumen 
masih bersifat bias atau tidak jelas. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan 
secara umum mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat diajukan 
konsumen yang merasa dirugikan. Di dalam ketentuan Undang-undang 
Telekomunikasi tersebut juga tidak menjelaskan bentuk kerugian seperti apa yang 
dapat digugat oleh konsumen. 
       Penulis mengambil contoh yaitu pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi. Penulis menilai bahwa dalam pasal tersebut tidak 
merinci kesalahan dan atau kelalaian dalam bentuk mana dan akibat yang 
bagaimana yang dapat diajukan oleh konsumen dalam suatu tuntutan/gugatan.   
       Namun PT INDOSAT dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam rangka 
kewajibannya sebagai pelaku usaha dihadapkan pada hambatan yang besar yaitu 
manusia. Pada pihak penyedia jasa telekomunikasi, hambatan yang ada 
menyangkut kualitas dan integritas serta profesionalisme sumber daya manusia. 
Masalah yang dihadapi PT INDOSAT selaku penyedia jasa telekomunikasi bukan 
hanya dari segi teknis saja melainkan juga kemampuan manajemennya. Hal inilah 
yang melatarbelakangi PT INDOSAT untuk mengembangkan sumber daya 
manusia sebagai cara pemecahan masalah mendesaknya kebutuhan terhadap 
tenaga-tenaga yang mempunyai keterampilan teknis dan manajemen yang tinggi. 
Selain itu, untuk mengembangkan teknologi komunikasi, khususnya yang berupa 
fasilitas tambahan atau fitur, dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat 
luas membutuhkan biaya yang cukup besar. 
       Seluruh produk yang dikeluarkan oleh PT INDOSAT saat ini telah memiliki 
jaminan terhadap konsumen mengenai keluhan atau kerusakan pada produk yang 
digunakan. Seluruh produk yang dikeluarkan oleh PT INDOSAT juga mayoritas 
telah menggunakan teknologi yang tengah berkembang, hal ini dilakukan agar 
sistem telekomunikasi yang diselenggarakan di Indonesia tidak kalah dengan 
sistem telekomunikasi di negara lain yang lebih maju. Namun kecanggihan 
teknologi yang digunakan tidak selamanya bisa langsung diterapkan pada 
masyarakat karena penggunaan teknologi canggih dalam telekomunikasi selalu 
menuntut perubahan sikap budaya masyarakat dalam mengapresiasi 
telekomunikasi yang ada.  
       Seperti pada masyarakat Indonesia, mereka belum sepenuhnya mengetahui 
mengenai perlindungan apa yang diberikan pihak penyelenggara Telekomunikasi 
dan mereka belum sepenuhnya siap menerima fasilitas Telekomunikasi yang 
disertai dengan teknologi canggih, contohnya adalah telepon yang dilengkapi 
dengan fasilitas tambahan atau fitur. Di negara-negara maju, hampir semua 
pengguna jasa Telekomunikasi mengetahui menggunakan fasilitas tambahan atau 
fitur untuk kemudahan mereka dalm berkomunikasi. Kondisi ini sangat berbeda 
dengan masyarakat Indonesia yang merasa belum membutuhkan adanya fasilitas 
tambahan atau fitur yang disertai pada pesawat telepon bahkan mereka 
mengeluhkan kurangnya pelayanan pengaduan keluhan yang kurang di jangkau, 
walaupun pada kartu telepon sudah diberikan layanan kepada konsumen. 
       Adanya perbedaan kultur dan sosial antara masyarakat di negara maju dengan 
masyarakat Indonesia mempengaruhi minat masyarakat terhadap layanan 
pengaduan. Masyarakat di negara maju yang rata-rata berpendidikan tinggi 
menyadari betul arti pentingnya komunikasi dalam kehidupan mereka sehingga 
mereka selalu memperhatikan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi 
dan berusaha untuk selalu menggunakannya untuk memudahkan mereka dalam 
berkomunikasi. Beda halnya dengan masyarakat Indonesia, mereka hanya 
berpikir bahwa mereka sudah dapat melakukan komunikasi tanpa perlu 
menggunakan fasilitas tambahan atau fitur ataupun produk Telekomunikasi 
lainnya yang dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi, dan mereka 
menganggap bahwa Telekomunikasi yang diselenggarakan hanya dengan pesawat 
telepon biasa dinilai sudah cukup. 
 
Pengetahuan Pelanggan Mengenai Hak dan Kewajiban 
       Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah banyak yang menggunakan jasa 
telekomunikasi telepon seluler, mulai masyarakat tingkat bawah sampai tingkat 
atas. Pada masyarakat tingkat bawah, misalnya yang berprofesi jualan makanan di 
pasar, tukang potong rambut, bahkan sampai yang bekerja sebagai pemulung, 
tukang becak, dan sebagainya. Pada masyarakat khususnya wilayah Surakarta dan 
sekitarnya, banyaknya pengguna jasa telekomunikasi seluler memudahkan untuk 
berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan tarif/biaya yang sangat 
terjangkau alias murah. Banyaknya dijual kartu perdana murah menyebabkan 
seorang pengguna bisa menggunakannya supaya hemat daripada isi ulang pulsa, 
ini dikarenakan harga perdana yang lebih murah dari nominal pulsa yang 
diberikan dan dapat bonus tambahan. 
       Fenomena ganti-ganti perdana tersebut menyebabkan banyak nomor yang 
terbuang tidak terpakai. Banyaknya pengguna tersebut sebagian besar tidak atau 
belum mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai 
pengguna. Padahal jika pengguna dapat mengetahuinya dengan jelas maka akan 
sangat membantu kepentingan pengguna sendiri. 
 
Tabel 1. Persentase Hasil Kuesioner (%) 
Type Soal Pilihan Ganda 
No. 
Soal 
Pertanyaan Jumlah Responden Yang Menjawab 
1 Lama menjadi pelanggan 48, < 1 tahun     39, 1 – 3 
tahun      
10, 3 tahun ke 
atas 
 
2 Jenis/kategori pelanggan 93, Pelanggan 
biasa 
4, Pelanggan 
besar 
  
3 Kartu yang digunakan 35, Prabayar 
MENTARI 
58, Prabayar 
IM3 
4, Pascabayar 
MATRIK 
 
4 Mendapat informasi 
produk 
55, Melalui 
iklan 
20, Melalui 
brosur 
22, Melalui 
sumber lainnya 
 
5 Selalu mengikuti 
perkembangan produk 
36, Ya 61, Tidak   
6 Pengetahuan mengenai 
hak-hak pelanggan 
33, Ya 61, Tidak  3, Tidak 
Menjawab 
7 Pengetahuan mengenai 
kewajiban pelanggan 
55, Ya 36, Tidak  6, Tidak 
Menjawab 
8 Pengetahuan adanya 
fitur/fasilitas tambahan 
84, Ya 12, Tidak  1, Tidak 
Menjawab 
9 Pengetahuan terhadap 
salah satu fitur 
80, Ya 16, Tidak  1, Tidak 
Menjawab 
10 Penggunaan fitur pada 57, Ya 39, Tidak  1, Tidak 
saat ini Menjawab 
11 Pengetahuan fungsi fitur 
tersebut 
70, Ya 26, Tidak  1, Tidak 
Menjawab 
12 Pernah mengalami 
keluhan 
67, Ya 25, Tidak  5, Tidak 
Menjawab 
13 Keluhan bisa diatasi 54, Ya 22, Tidak  21, Tidak 
Menjawab 
 
 
Keterangan : 
       Bahwa berdasarkan hasil kuesioner, yang disajikan pada tabel 1, yang 
diselenggarakan oleh penulis terhadap 97 responden/pengguna kartu telepon 
INDOSAT di wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk mengetahui sejauh mana 
pengetahuan pengguna tentang hak dan kewajiban, dan fasilitas-fasilitas 
tambahan atau fitur yang menyertai dalam pruduk-produk INDOSAT dapat 
dilihat bahwa ternyata terdapat sebagian pengguna, yang terdiri dari pelanggan 
lama dan baru belum mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban. Hal 
ini dapat dilihat pada hasil kuisioner yang meminta responden untuk 
menyebutkan hak dan kewajiban yang mereka ketahui, dan hasilnya menyatakan 
hanya 33% saja yang dapat menyatakan mengetahui mengenai hak, dan 55% 
mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelanggan tersebut, sedangkan 61% 
tidak mengetahui haknya dan 36% juga tidak mengetahui kewajibannya, sisanya 
sebesar 3% tidak menjawab mengenai hak dan 6% tidak menjawab mengenai 
kewajibannya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
sebagian pelanggan yang hanya mengetahui mendengar mengenai hak dan 
kewajiban sebagai pelanggan, tetapi mereka tidak mengetahui secara jelas 
mengenai hak dan kewajiban sebagai pelanggan, padahal itu penting karena 
sangat berguna bagi kepentingan pelanggan sendiri. 
       Sebagian besar pelanggan di wilayah Surakarta dan sekitarnya yaitu sebesar 
57% menggunakan fasilitas tambahan atau fitur karena mereka merasakan 
manfaat dari penyelenggaraan fasilitas tambahan atau fitur tersebut dan 39% yang 
menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan fasilitas tambahan atau fitur pada 
saat ini, sisanya hanya 1% tidak menjawab. Berdasarkan persentase pelanggan 
yang tidak menggunakan fasilitas tambahan atau fitur pada saat ini, 61%-nya 
menjadikan keadaannya yang tidak menggunakan fasilitas tambahan atau fitur 
pada saat ini sebagai alasan untuk tidak mengikuti perkembangan produ-produk 
PT INDOSAT, sedangkan sebesar 36% menyatakan selalu mengikuti 
perkembangan produk-produk PT INDOSAT.  
Tabel 2. Persentase Hasil Kuesioner (%) 
 
Type Soal Indeks Kepuasan 
 
No. 
Soal 
Pertanyaan Jumlah Responden Yang Menjawab 
18 Pelayanan informasi 
oleh INDOSAT 
4, Sangat 
Puas 
77, Puas 12, Tidak 
Puas 
1, Sangat 
Tidak Puas 
3, Tidak 
Menjawab 
19 Pelayanan terhadap 
keluhan pelanggan 
15, Sangat 
Puas 
59, Puas 17, Tidak 
Puas 
4, Sangat 
Tidak Puas 
2, Tidak 
Memjawab 
20 Pengadaan 
fitur/fasilitas tambahan 
5, Sangat 
Puas 
78, Puas 11, Tidak 
Puas 
1, Sangat 
Tidak Puas 
2, Tidak 
Menjawab 
 
Keterangan : 
       Faktor utama penilaian keberhasilan kinerja PT INDOSAT khususnya PT 
INDOSAT Surakarta adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 
mereka terhadap pelanggan. Pada tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 
informasi yang dilakukan PT INDOSAT Surakarta, 77% menyatakan puas, 12% 
menyatakan tidak puas, dan hanya 4% menyatakan puas, 3% responden tidak 
menjawab, dan sisanya 1% menyatakan sangat tidak puas. Kepuasan pelanggan 
terhadap pelayanan PT INDOSAT Surakarta dalam menanggapi keluhan 
pelanggan hanya 59% yang menyatakan puas, 17% menyatakan tidak puas, 15% 
menyatakan sangat puas, dan 4% menyatakan sangat tidak puas, dan 2% 
responden tidak menjawab. Kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan 
fasilitas tambahan atau fitur sebesar 78% menyatakan puas, 11% menyatakan 
tidak puas, hanya 5% menyataka sangat puas, dan 2% responden tidak menjawab, 
dan 1% menyatakan sangat tidak puas. 
       Berdasarkan seluruh hasil persentase di atas menunjukan bahwa mayoritas 
pelanggan tidak atau kurang mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai 
pelanggan tersebut sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam penyampaian 
informasi kepada pelanggan mengenai hal tersebut. Kinerja PT INDOSAT 
Surakarta selama ini dalam hal menanggapi keluhan pelanggan dinilai berhasil 
dilihat dari perbandingan persentase tingkat kepuasan pelanggan terhadap 
keseluruhan hasil kerja PT INDOSAT Surakarta. Profesionalisme kerja yang 
dilakukan PT INDOSAT Surakarta menyebabkan banyak pelanggan yang merasa 
puas dengan kinerja PT INDOSAT Surakarta dalam hal menanggapi keluhan 
pelanggan. 
       Sebagai penyelenggara Telekomunikasi khususnya di wilayah Surakarta dan 
sekitarnya, PT INDOSAT Surakarta selama ini telah berusaha untuk memenuhi 
kewajibannya baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penyelenggara 
Telekomunikasi, walaupun hal tersebut masih dinilai oleh masyarakat kurang dari 
memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya penyampaian informasi 
terhadap pelanggan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelanggan, 
sedangkan hal tersebut sangat membantu bagi kepentingan pelanggan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat  
disimpulkan : 
1. Bahwa peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia diatur dalam 
: 
a.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi, 
d. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.116/PT/102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
Bukan Dasar, 
e. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 
KM.39/KS.002/MPPT-93 tentang Kerjasama Penyelenggaraan 
Telekomunikasi Dasar  
f. Ketentuan Internasional yaitu Internasional Telekomunikasi Unions, 
Conventions yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1996 
tentang penyelenggaraan telekomunikasi..   
2.  Bahwa hubungan antara PT INDOSAT dengan pelanggan telah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Hubungan antara PT INDOSAT sebagai produsen dengan pengguna sebagai 
konsumen adalah hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. 
Dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan 
dari kedua belah pihak yang cukup tinggi. Di satu sisi, pelaku usaha 
membutuhkan konsumen untuk menjaga kelangsungan usahanya sedangkan 
konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Saling ketergantungan ini menciptakan hubungan yang 
terus menerus dan berkesinambungan.  
3. Bahwa PT INDOSAT dalam pelaksanaan perlindungan hukum dihadapkan 
pada suatu hambatan besar, hambatan tersebut adalah manusia. Pada pihak 
penyedia jasa Telekomunikasi, hambatan yang ada menyangkut kualitas dan 
integritas serta profesionalisme sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi 
PT INDOSAT selaku penyedia jasa telekomunikasi bukan hanya dari segi 
teknis saja melainkan juga kemampuan manajemennya. 
 
A. Saran-saran 
       Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Feature/fasilitas INDOSAT tidak dinilai paling lengkap tapi sudah cukup 
memadai, oleh karena itu sebaiknya INDOSAT tetap mempertahankan 
fasilitas yang sudah ada dan tidak perlu terlalu cepat menambah 
feature/fasilitas pendukung lainnya. 
2. Pelayanan PT INDOSAT khususnya cabang Surakarta juga dinilai cukup baik 
oleh konsumen. Akan tetapi, sebaiknya PT INDOSAT terus meningkatkan 
pelayanan karena variabel ini menjadi faktor yang berpengaruh bagi 
konsumen dalam memilih kartu telepon. Peningkatan pelayanan dapat 
dilakukan dengan penambahan layanan acces serta mengadakan pelatihan 
bagi karyawan terutama bagian customer service agar lebih handal, inovatif, 
dan profesional dalam menangani produk dan jasa demi tercapainya kepuasan 
pelanggan. 
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Telekomunikasi Bukan Dasar dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jasa 
Telekomunikasi dasar adalah jasa Telekomunikasi di luar jasa 
Telekomunikasi yang timbul karena peningkatan karakteristik dan 
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(Pasal 1 angka 4). 
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ANGKET PENELITIAN 
TENTANG  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  KARTU TELEPON 
SELULER INDOSAT SURAKARTA (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) 
 
 
Nama Responden : ................................................. (P/W) 
 
PETUNJUK MENJAWAB 
b. Untuk soal PILIHAN GANDA, silanglah atau lingkarilah jawaban 
yang menurut Anda paling benar. 
c. Untuk soal ESSAY, isilah dengan pendapat Anda yang sesuai dengan 
pertanyaan. 
d. Untuk soal INDEKS KEPUASAN, lingkarilah salah satu pilihan 
jawaban yang tersedia yang sesuai dengan pendapat Anda. Pilihan jawaban yang 
tersedia : 
SP      : Sangat Puas 
P          : Puas 
TP      : Tidak Puas 
STP      : Sangat Tidak Puas 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
PILIHAN GANDA 
1. Berapa lama Anda telah menjadi pelanggan PT INDOSAT 
a.   < 1 tahun        
b.   1 – 3 tahun        
c.   3 tahun ke atas 
2. Anda termasuk jenis / kategori pelanggan 
a.   Pelanggan biasa 
b.   Pelanggan besar 
c.   Orang yang diberi kuasa oleh pelanggan 
3. Kartu telepon apa yang Anda gunakan 
a. Prabayar MENTARI 
b. Prabayar IM3 
c. Pascabayar MATRIK 
4. Bagaimana Anda mendapat informasi mengenai produk-produk  PT INDOSAT 
a.   Melalui iklan   
b.   Melalui brosur   
c.   Melalui sumber lainnya 
5. Apakah Anda selalu mengikuti perkembangan produk-produk PT INDOSAT 
a. Ya   b. Tidak 
6. Apakah Anda mengetahui mengenai hak-hak sebagai pelanggan 
a. Ya   b. Tidak 
7. Apakah Anda mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban sebagai pelanggan 
a. Ya   b. Tidak 
8. Apakah Anda mengetahui adanya fitur / fasilitas tambahan yang terdapat pada 
kartu telepon Anda 
a. Ya   b. Tidak 
9. Jika ya, apakah Anda mengetahui salah satu fitur / fasilitas tambahan tersebut 
a. Ya   b. Tidak 
10. Apakah Anda menggunakan fitur / fasilitas tambahan tersebut saat ini 
a. Ya   b. Tidak 
11. Apakah Anda mengetahui fungsi dari fitur / fasilitas tambahan tersebut 
a. Ya   b. Tidak 
12. Apakah Anda pernah mengalami keluhan mengenai produk PT INDOSAT 
a. Ya   b. Tidak 
13. Apakah keluhan yang Anda alami bisa diselesaikan 
a. Ya   b. Tidak 
 
 
ESSAY 
14. Dapatkah Anda menyebutkan hak-hak sebagai pelanggan yang Anda ketahui 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................. 
15. Dapatkah Anda menyebutkan kewajiban-kewajiban sebagai pelanggan yang 
Anda ketahui 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................. 
16. Apakah keluhan yang Anda alami dari kartu telepon PT INDOSAT 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................. 
17. Kemana Anda menanyakan keluhan tersebut dan menyelesaikannya 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
INDEKS KEPUASAN 
18. Pelayanan informasi oleh   SP  P  TP  STP 
PT INDOSAT kepada  
pelanggan 
19. Pelayanan PT INDOSAT   SP  P  TP  STP 
terhadap keluhan pelanggan 
20. Pengadaan fitur / fasilitas   SP  P  TP  STP 
tambahan pada kartu telepon 
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